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Marital Rape diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam 
perkawinan. Sejak tahun 2014 indonseia darurat kekerasan seksual oleh Komnas 
Perempuan diantranya adalah marital rape sehingga membutuhkan suatu 
kebijakan hukum yang secara khusus menaggulangi kedaan tersebut. Salah satu 
kebijakan hukum yang telah di buat tindak pidana marital rape ada pada 
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
pengaturanya berbeda dengan  Kitab Undang-undang Hukum pidana saat ini. 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 
marital rape dalam hukum positif indonesia (2) Untuk mengkaji kebijakan hukum 
pidana dalam penaggulangan tindak pidana marital rape di indonesia dalam 
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab 
Undang-undang Hukum pidana.  
Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan pendekatan yang digunakan 
normatif teknik pengumpulan datanya melali studi dokumen dan dianalisis dengan 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak 
pidana marital rape belum diatur secara jelas, akan tetapi ada beberapa peraturan 
perundang-undangan di Indonesia saat ini yang berkaitan marital rape dengan 
antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pasal 285, 286, 287 
serta Pasal 8a juncto Pasal 46 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kemudian Pemerintah telah 
membuat suatu kebijakan yang baru mengenai tindak pidana marital rape di 
indonsia yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Tahun 2019 kususnya pada pasal 479 ayat 1-3 yang mengatur mengenai marital 
rape. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Pekosaan Perkawinan, Kebijakan Hukum, Kekerasan Seksual  
vi 
ABSTRACT 
Marital rape is defined as rape that occurs in marriage. Since 2014 in 
Indonesia, the emergency sexual violence by Komnas Perempuan has been 
marital rape, so it requires a legal policy that specifically addresses this situation. 
One of the legal policies that have been made for the criminal act of marital rape 
is in the Draft Criminal Code, which regulates marital rape differently in the 
current Criminal Code.  
This study aims: (1) to find out the regulation of marital rape in positive 
Indonesian law (2) to examine criminal law policies in dealing with the crime of 
marital rape in Indonesia in the Draft Law on the Criminal Code and the 
Criminal Code. Criminal law.  
The results of this study indicate that legal arrangements regarding the 
criminal act of marital rape have not been clearly regulated, but there are several 
laws and regulations in Indonesia currently relating to marital rape, including: 
the Criminal Code in Articles 285, 286, 287 and Article 8a in conjunction with 
Article 46 of Law 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence 
and then the Government has made a new policy regarding the criminal act of 
marital rape in Indonesia, namely the 2019 Draft Law on the Criminal Code, 
particularly in Article 479 paragraphs 1-3 which regulate marital rape. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become information 
and input for students, academics, practitioners and all parties in need in the 
Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 














Kebahagaiaan tidak mengalir dari kondisi fisik atau 
eksternal, seperti kesenangan tubuh kekayaan dan 
kekuasaan, tetapi menjalani kehidupan dengan tepat 
untuk diri sendiri adalah kebaikan yang terdalam. 
- Socrates - 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa di sebut KDRT 
merupakan kejahatan yang terjadi dalam suatu lingkup rumah tangga dan 
sudah sering kita dengar atau bahkan kita melihat sendiri dengan mata 
kepala sendiri dari masyrakat di sekitar kita. Pemberitaan kejahatan tersebut 
sering menjadi pokok bahasan bagi berita di insdonesia setiap harinya. 
Dalam hukum KDRT diartikan sebagai perbuatan terhadap sesorang 
terutama bagi perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara seksual, psikologis, fisik, dan/atau penelantaran 
dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, 
perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dakam 
lingkup suatu rumah tangga.
1
 Pada Hakekatnya perkawinan terjadi antara 
pasangan laki-laki dan perempuan yang mana mereka sama-sama suka 
dengan sebuah tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis. 
Perkawinan ini adalah bagian dari siklus hidup dari sebagian manusia di 
dunia yang tidak dapat dipisahkan. 
Perkawinan harus di lakukan sesuai prosedur hukum  yang benar 
yang sudah diatur dana ada di dalam undang-undang perkawinan agar 
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menghasilkan perkawinan yang sah yang di atur pada Undang-undang RI 
Nomor 1 tahun 1974 yang menjeleskan mengenai perkawinan. Akan tetapi 
maraknya perkawinan tanpa adanya tatacara yang benar sudah banyak 
terjadi di indonsesia. Perkawinan yang terjadi tanpa suatu persetujuan, 
paksaan atau bahkan belum cukup usia  untuk melakukan sebuah 
perkawinan ini yang kemudian tidak sedikit diantaranya perkawinan 
tersebut  mengakibatkan sebuah efek negatif  salah satunya kekarasan 
seksual yang dilakukan atau pekosaan oleh suami sendiri. Pada Hakekatnya, 
pemaksaan melakukan hubungan intim dengan istri dengan cara yang tidak 
wajar dan tidak manusiawi yaitu sebuah perbuatan pidana. Terlebih lagi 
perbuatan pemaksaan perkawinan itu berkaitan yang dapat dikorelasikan 
dengan adanya suatu kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap 
istri sahnya (Marital Rape).
2
 
Bukan hal yang aneh jika suami melakukan hubungan intim dengan 
istrinya sendiri perbuatan tersebut bukan pula di sebut dengan perkosaan 
melainkan itu adalah tindakan yang wajar yang dilakukan oleh sepasang 
suami istri. Akan tetapi jika sang suami melakukan sebuah pemaksaan yang 
mana itu tidak wajar dilakukan itu disebut dengan suatu yang tidak wajar 
dan manakala perbuatan yang di lakukan bukanlah tindakan yang baik 
melainkan perbuatan yang tidak manusiawi yang bahkan menimbulkan 
kerugian bagi pasanganya sendiri. 
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Marital Rape dalam kosata inggris adalah gabungan dari kata marital 
yang diartikan sebagai “segala urusan yang terkait perkawinan” dan rape 
yang juga diartikan sebagai “pemerkosaan”.
3
 suatu keadaan yang mana 
kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sahnya sendiri 
yang meminta beehubungan intim dengan cara yang kasar dan tidak 
manusiawi. Marital Rape pada mulanya tidak di kenal dalam pengaturan 
aturan tidak pidana di indonesia yang mana dijelaskan pada aturan yang saat 
ini ada hanya bisa di sebut suatu pemerkosaan jika keadaan tersebut di luar 
perkawinan 
Sejak pada tahun 2014 Kekerasan seksual telah dinyatakan sebagai 
suatu keadaan yang darurat di indonesia hal itu sudah di kemukakan oleh 
Komnas perempuan di indonsia pada tahun 2014. yang mana kejahatan 
tersebut di setiap tahunya tergolong masih banyak kasus-kasus serta 
laporan-laporan menganai kejahatan tersebut. Pemerintah telah membuat 
sebuah perancangan aturan dalam menanggulangi hal tersebut yang mana 
itu di tuangkan pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. dengan adanya rancangan undang-undang tersebut 
pemerintah berharap bahwa aturan tersebut bisa menjadikan suatu kebijakan 
hukum yang lebih baik untuk kedepanya. Sebagian masyarakat yang 
sejatinya belum tahu mengenai perbuatan pemerkosaan yang pada setiap 
tahunya meningkat ini menentang mengenai kebijakan hukum yang baru 
yang di rancang oleh pemerintah. tidak banyak juga peraturan juga 
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menimbulkan sebuah pro kontra karena aturan tersebut di sebutkan bukan 
hal yang bisa di pidana melainkan adala urusan pribadi masing-masing. 




Pembaharuan hukum yang baru dalam menanggulangi sebuah 
permasalahan memang pelu di buat untuk mencapai tujuan yang benar dan 
adil kedepanya,  manusia yang sejatinya makhluk yang tuhan tidak 
sempurna yang masih mudah terbawa emosi sejatinya masih harus ada 
dalam pengawasan agar perilaku yang tidak mansiawi ini tetap terkontrol. 
maka dari itu harus lah ada upaya-upaya dalam menaggulangi sebuah 
permasalahan yang salah satunya adalah suatu pemerkosaan yang dilalukan 
oleh suami terhadap istri sendiri dengan cara yang tidak mansuiawi atau 
yidak wajar yang biasa di sebut dengan marital rape. 
Karena melihat pada kejahatan yang terjadi mengenai pemerkosaan 
dalam suatu ikatan perkawinan tersebut pada setiap tahunya telah 
mengalami sebuah peningkatan dan memang benar di butuhkan ketetapan 
kebijakan hukum yang baru mengenai kejahatan tersebut. dilihat dari 
meningkatnya kasus yang di laporkan menganenai kejahatan pemerkosaan 
marital rape di indonesia. Laporan laporan tersebut kemudian tercatat dalam 
catatan tahunan  di indoensia salah satunya tercatat pada komisi nasional 
perempuan indonesia. 
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Tindak pidana marital rape awalanya tidak terlalu dikenal dalam 
tindak pidana yang terjadi di indonesia mengingat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 “Barang Siapa dengan kekerasan 
atau dengan ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan 
persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, akan diancam karna telah 
melakukan suatu perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun 
penjara”  memliki unsur “di luar perkawinan” den kebanyakan Marital rape 
dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan atau suami 
dengan istrinya sendiri. Dalam menangani tindak pidana marital rape perlu 
adanya aturan hukum pidana yang kuat supaya tindak kejahatan tersebut 
dapat berkurang. Karena kejahatan Marital rape masih tergolong kejahatan 
yang masih sering dilakukan dapat mengganggu psikologis dan kesehatan 
seseorang yang mengalami hal tersebut. Maka dari itu perlu adanya 
kebijakan hukum yang kuat dan adil bagi semua kalangan masyarakat entah 
itu laki laki ataupun perempuan. 
Selain diharuskan adanya pembaruan hukum pidana yang kuat juga 
perlu adanya suatu tindakan dalam bentuk yang nyata untuk mengurangi 
adanya tindak pidana  marital rape itu sendiri serta dampak dampak yang 
terjadi di dalam tindak pidana tersebut. meskipun tindak pidana marital rape 
sudah ada dalam suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Tahun 2019 (RUU KUHP 2019) namun didalam Kitab 
Undang-undang Pidana (KUHP) yang lama tidak mengatur mengenai 





perkawinan atau marital rape tersebut melainkan mengatur tindak pidana 
pemerkorsaan di luar perkawinan dan hal tersebut masih menjadi pro kontra 
yang menjadi perdebatan bagi kalangan masyarakat umum.  
Beberapa masyarakat mungkin masih belum paham mengenai 
pengaturan tersebut sehingga salah dalam memahami suatu konsep 
pemerkosaan yang terjadi dalam ranah perkawinan, karena hakikatnya 
pemerkosaan itu dianggap suatu hal yang hanya dapat terjadi dalam kondisi 
tidak terikat suatu perkawinan yang sah, sedangkan ketika sudah melakukan 
perkawinan, hubungan seksual meskipun telah dilakukan dengan suatu 
kekerasan atau ancamanan kekerasan itu dianggap bukanlah suatu tindakan 
pemerkosaan, karena seorang suami yang mengajak berhubungan dengan 
istrinya sendiri merupakan suatu tindakan hal yang dikatakan wajar. 
Meskipun begitu suatu tindakan yang dilandasi dengan unsur pemaksaan itu 
termasuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kebijkan hukum yang 
mengatur marital rape harus di tegaskan kembali supaya aturan yang 
mengatur marital rape itu bisa menjadi suatu kebijakan hukum yang dapat 
menanggulangi permasalahan tindak pidana marital rape tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas Penulis memandang penting dan tertarik 
untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan Marital Rape 
yang mana masih menjadi perbdebatan di kalangan masyrakat, yang 
kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi ini yang diberikan 
dengan judul “Kebijakan Huikum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak 






B. Rumusan Masalah 
Adapun dalam penyusunan skripsi ini  rumusan masalah yang 
penulis dapatkan dari sedikitnya latar belakang di atas antara lain sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana marital rape dalam hukum positif  
Indonesia?  
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak 
pidana marital rape di Indonesia dalam Rancangan Undang-undang 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun berbagai hal yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :  
1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana marital rape dalam hukum 
positif  Indonesia. 
2. Untuk mengkaji suatu kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan 
tindak pidana marital rape di Indonesia dalam Rancangan Undang-
undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penulisan hukum ini sangat diharapkan akan memberikan suatu 





sebagai bekal pengetahuan dan bahan masukan bagi penulis tentang 
kebijakan huikum pidana dalam penanggulangan tindak pidana 
marital rape. 
b. Penulisan ilmu hukum ini juga sangat  diharapkan dapat menjadi 
suatu bahan literature, referensi atau bahan informasi ilmiah serta 
acuan bagi peulisan hukum setelahnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan adanya penulisan ilmu hukum ini sangat di harapkan dapat 
menjadi wadah dalam langkah mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan penulis pada bidang ilmu hukum atau hukum pidana 
juga untuk penerapannya. 
b. Dapat memberikan sebuah pokok pemikiran bagi pembaca dan 
masyrakat yang berkecimpung dan menaruh perhatian pada tindak 
pidana marital rape. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka mempunyai suatu tujuan utama yaitu memberikan 
sebuah informasi kepada pembaca bahwa pada hasil penelitian lain yang 
sangat berkaitan erat dalam penelitian yang akan penullis lakukan, 
menghubungkan literatur-literatur dengan penelitian yang sudah ada dan 
mengisi celah-celah penelitian yang sudah ada sebelum ini.
5
 Penelitian 
dengan tema “Kebijakan Huikum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak 
                                                          
5
 John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, 





Pidana Marital Rape”. banyak dilakukan oleh peneliti lain. untuk 
memberikan suatu gambaran penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian 
lain yang telah ada, berikut peneliti ilustrasikan 3 (tiga) penelitian terkait: 
1. Ni Made Sintia Ardi Ari , Ida Bagus Surya Dharma Jaya , Universitas 
Udayana (2019) dengan judul “Perkosaan Dalam Perkawinan 
(Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Jurnal ini mengkaji mengenai 
Perkosaan yang adalah salah satu suatu bentuk kejahatan atau 
kekerasan seksual yang mana setiap tahun tiada habis-habisnya. 
Perkosaan ini bukan saja dapat terjadi di luar perkawinan, akan tetapi 
juga dapat terjadi dalam suatu iktan perkawinan yang sah atau dalam 
istilah asingnya disebutkan dengan marital rape. Permasalahan yang 
terjadi yang diangkat dalam penulisan ini adalah pengaturan tentang 
suatu perkosaan dalam iktan perkawinan (marital rape) di Indonesia, 
dan juga sanksi bagi sipelaku. Kemudian Tujuan yang sangat ingin 
dicapai oleh penulis yaitu, untuk mengetahui bagaimana suatu  
pengaturan tentang perkosaan dalam suatu perkawinan (marital rape) 
di Indonesia serta untuk dapat mengetahui sanksi terhadap sipelaku.
6 
2. Riskyanti Juniver Siburian , Universitas Indonesia (Juni 2020) 
dengan judul “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Ruu-
Penghapusan Kekerasan Seksual” Artikel ini mengkaji menganai 
                                                          
6 Ni Made Sintia Ardi Ari , Ida Bagus Surya Dharma Jaya. “Perkosaan Dalam 
Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 





Marital Rape yaitu suatu perbuatan tindak perkosaan dalam konteks 
ranah suatu rumah tangga, yang mana pelaku dan korban terdapat 
suatu ikatan yang sah dalam perkawinanya. Yang mana  tindak 
“marital rape” ini pada mulanya tidak banyak dikenal dalam tindak 
pidana yang terjadi di Indonesia, mengingat KUHP Pasal 285 
mempunyai unsur “di luar perkawinan”. Akan tetapi pada 
perkembangannya muncul “Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)” yang secara tegas 
mengkategorikan bahwa perkosaan dalam suatu iktan atau ranah 
perkawinan ini sebagai suatu tindak pidana yang kemudian 
menimbulkan pro dan kontra.
7 
3. Titin Samsudin Jurnal Al- Ulum , Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Sultan Amai , Gorontalo (Desember 2010) Marital Rape 
Sebagai Suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada jurnal ini 
mengkaji berbagai persoalan mengenai tindak marital rape 
(perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga) atau perkosaan yang 
terjadi antara Pria dangan wanita yang terikat suatu perkawinan 
sebagai suatu pelanggaran Hak Azasi Manusia. Dampak yang terjadi 
dari perbuatan marital rape ini mengakibatkan sebuah pengaruh yang 
besar pada diri korban, baik dampak dari segi fisik ataupun dampak 
dari segi psikis korban. Tujuan yang dicari dalam penelitian ini antara 
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lain untuk meniliti bahwa suatu tindak marital rape merupakan salah 
satu bentuk pelangaran hak asasi manusia.
8 
F. Metode Penilitian  
Metode penelitian merupakan suatu metode atau suatu cara yang 
akan di terapkan seorang peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan. 
Adapun suatu metode yang penulis akan gunakan dalam menyelesaikan 
penelitian ini antara lain yaitu : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digumakan penulis dalam 
menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library 
Reasearch). Penelitian Kepustakaan adalah (Library Reasearch) yaitu  
penelitian yang akan menggunakan data sekunder dan juga  sumber 
datanya dapat diperoleh melalui sebuah penelusuran dokumen.
9
 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penyyusunan  
penelitian ini adalah dengan pendekatan Normatif. Metode penelitian 
normatif, hukum itu dikonsepsikan sebagai suatu hukum positif.
10
 
Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum yang ada 
secara normatif (boleh atau tidak bolehnya menurut suatu hukum yang 
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 Di dalam penelitian normatif ini, hukum yang 
ditulis dikaji dari berbagai aspek teori, perbandingan, filosofi, struktur 
atau komposisi, penjelasan umum, konsistensi serta penjelasanya pada 
setiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat pada suatu undang-
undang serta bahasa yang akan digunakan adalah bahasa hukum. 
Sehingga dapat juga disimpulkan pada penelitian hukum normatif  ini 
mempunyai suatu cakupan yang sangatlah luas. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan oleh 
penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang akan 
diperoleh dengan secara tidak langsung atau sudah disediakan oleh 
pihak lain.
12
  Data sekunder terdiri dari:  
a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan-bahan hukum yang 
dapat mengikat seperti yang termuat dalam peraturan 
perundang-undangan, meliputi “Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran 
Negara Republik gkmIndonesia Tahun 2004 Nomor 95”. 
Selain itu penelitian ini juga menggunakan “Rancangan 
Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 
2019”. 









b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan 
suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer itu sendiri, 
seperti misalnya: buku, suatu hasil penelitian serta yang 
berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti. 
c) Bahan Hukum Tersier, yaitu segala dokumen yang mana berisi 
konsep-konsep dan juga keterangan-keterangan yang dapat 
mendukung bahan hukum primer dan juga bahan hukum 
sekunder ini, seperti : kamus, ensiklopedia,indeks, dan lain-lain. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode atau teknik pengumpulan yang penulis gunakan 
dalam mencari data penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan 
(library research) biasa disebut dengan studi dokumen, yaitu suatu alat 
yang di gunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui data 
tertulis penulisan ini dengan menggunakan Content Analysis.
13
 Dalam 
penelitian ini penulis juga melakukannstudi dokumen atau bahan 
pustaka dengan cara yaitu mengunjungi perpustakaan, mengkaji, 
membaca serta mempelajari buku-buku hukum, peraturan Perundang-
undangan, literatur-literatur, jurnal penelitian, berbagai makalah, 
internet, dan lain sebagainya guna untuk mengumpulkan data dan 
menunjang penelitianya. 
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5. Metode Analisis Data 
Suatu metode analisis data yang akan penulis gunakan 
penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. 
Penelitian kualitatif yakni penelitian yang akn mengacu pada suatu  
norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan-peraturan 
perundang-undangan dan juga putusan-putusan pengadilan serta norma-
norma yang akan hidup dan juga berkembang di dalam masyarakat.
14
 
Suatu analisis data kualitatif adalah sebuah proses mengsingkronasikan 
dan mengurutkan sebuah data ke dalam sebuah pola, kategori dan satuan 
urai-uraian dasar sehingga dapat ditemukanya tema yang disajikan 
dalam suatu bentuk narasi.  Data yang dioperoleh dari studi kepustakaan 
itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan suatu cara 
menginterpretasikan sebuah data menjadi data yang akan tersusun secara 
ringkas dan juga sistematis. Pada akhirnya suatu hasil dari metode ini 
kemudian diuraikan dalam bentuk berupa kata-kata guna untuk menarik 
sebuah sebuah suatu kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk menyusun skripsi ini penulis juga membuat sebuah 
sistematika penulisan guna memperlancar penelitian yang akan penulis 
teliti. Dalam hal Rencana Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini akan 
direncanakan sebagai berikut :  
 BAB I : PENDAHULUAN  
 Bab pertama ini dalam penulisan ini adalah sebuah 
pendahuluan. Yang mana pendahuluan ini berisikan tentang sebuah 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian dan sistematika 
penulisan.  
 BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL 
Pada bab kedua ini yang akan penulis tulis yaitu tinjauan 
konesptual. Dalam bab kedua ini penulis akan menyajikan sebuah 
landasan teori mengani masalah-masalah yang akan dibahas oleh 
peneliti dalam melakukan sebuah penelitian meliputi : (a) Kebijakan 
Hukum Pidana   (b) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (c) 
Tinjauan Tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan Marital Rape 
yang ada di Indonesia (d) Perbandingan Hukum Pidana. 
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab bab ketiga ini yang akan penulis tulis yiatu dimana  
penulis akan menguraikan sebuah hasil penelitian yang mana akan 





Pengaturan tindak pidana marital rape dalam hukum positf  Indonesia 
(b) Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana 
marital rape di Indonesia dalam Rancangan Undang-undang Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
 BAB 1V : PENUTUP 
Bab terakhir ini yaitu sebuah penutup. penutup  berisikan 
kesimpulan dari penilitian yang penulis teliti serta berisikan  saran dari 
hasil penelitian yang penulis teliti kepada pemerintah, masyarakat, 
mahasiswa dan lain sebagainya. yang harapanya akan dapat 
dipergunakan sebagai pembahasan atas suatu hasil penelitian yang 
berguna bagi masyrakat luas,  akademisi dan jugs bagi siapapun yang 














A. Teori Kebijakan Hukum Pidana   
1. Kebijakan Kriminal Dalam Suatu Hukum Pidana 
Arti kebijakan kriminal menurut Prof. Sedarto, S.H., dibagi 
menjadi 3 arti yakni : 
a. Suatu keseluruhan asas dan juga metode yang menjadi sebuah dasar 
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; yang mana 
itu adalah Dalam arti sempit 
b. Suatu fungsi dari seluruh aparatur penegak hukum, yang termasuk 
juga di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan juga polisi. yang 
mana itu adalah Dalam arti luas, 
c. Suatu keseluruhan kebijakan, itu dilakukan melalui peraturan-
peraturan perundang-undangan dan juga badan-badan hukum yang 
resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma yang sentral 
dari masyarakat, yang mana itu adalah dalam arti paling luas (yang 
mana itu beliau ambil dari jorgen jepsen).
15
 
Pada Kesempatan lain, beliau juga  mengutarakan definisi yang 
singkat, bahwa suatu politik kriminal adalah "sebuah usaha yang rasional 
dari masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan'. Pengertian ini di 
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ambil dari sebuah definisi Marc Angel yang mana merumuskan sebagai 
"the rational organization of the control of crime by society", Bertolak 
dari sebuah pengetiam yang di utarakan oleh Marc Angel. G. Peter 
Hoegnagels menjelaskan bahwa "Criminal  policy  is  the  rational 
organization  of  the  social  reaction  to  crime". Dari berbagai definisi 
lainya yang temukan oleh G. Peter Hoegnalgels yakni : 
a. Criminal  policy  yakni suatu ilmu tanggapan; 
b. Criminal  policy  yakni suatu ilmu pencegahan kejahatan; 
c. Criminal  policy yakni suatu kebijakan yang menetapkan perilaku 
manusia sebagai kejahatan; 
d. Criminal  policy  yakni suatu total rasional dari sebuah tanggapan. 
Dalam hal inii Marc Angel Pernah mengemukakan bahwa 
"modern criminal science" atau kebijakan criminal modern terdiri dari 
suatu 3 komponen yiatu "Criminology', Criminal Law" dan "Penal 
Policy". Dikemukakan juga olehnya, bahwa sebuah "penal policy" adalah 
suatu ilmu dan sekaligus seni yang mana pada akhirnya mempunyai 
sebuah goals yang praktis untuk memberikan kemungkinan peraturan 
hukum positif ini di rumuskan dengan secara lebih baik dan juga  untuk 
memberikan sebuah pedoman tidak hanya untuk pembuat undang-
undang, akan tetapi juga pada pengadilan yang akan menerapkan undang-
undang serta kepada para penyelenggara  pengadilan. 
16
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Upaya salam penanggulangan kejahatan atau kebijkan ini pada 
hakikatnya adalah bagian integral dari sebuah upaya perlindungan bagi 
masyarakat (social defence) dan juga langkah mencapai sebuah 
kesejahteraan bagi masyrakat (social welfare). Oleh sebab itu, dapat  juga 
dikatakan bahwa goals akhir atau goals utama dari politik criminal ini 
adalah "perlindungan bagi masyarakat untuk mencapai sebuah 
kesejahteraan masyarakat." perumusan sebuah tujuan politik kriminal ini 
yang demikian itu pernah juga dinyatakan dalam salah satu laporan 
kursus latihan yang ke-34 yang mana diselenggarakan UNAFEI di daerah 
Tokyo Jepang pada Tahun 1973 yakni: 
Most of group members agreed some discussion that "protection 
of the society" could be acceted as the final goal of criminal 
policy, although not the ultimate aim of siciety, which might 
perhaps be described by terms like "happines of citizens", "a 
wholesome and cultural living", "social walfare" or "equality." 
Dan juga demikian dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal 
itu pada hakikatnya juga adalah bagian intergral dari sebuah politik sosial 
(yaitu, seuatu kebijakan atau langkah untuk mencapai sebuah 
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Sehubungan pada skema tersebut, G. Peter Hoefnagels juga 
mengutarakan pendapatnya bahwa : 
Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: 
the law enforcement policy.... The legeslative and enforcement 
policy is in turn part of social policy".
18
 
G. Peter. H juha memberikan suatu skema atas dasar uraian  
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Perhatian suatu kriminologi terhadap sebuah masalah kebijakan 
dalam langkah penanggulangan kejahatan dengan suatu sanksi pidana 
terlihat pula pada kongres-kongres dalam ranah internasional mengenai 
kriminologi (internasional congres on criminology). pada sebuah kongres 
yang  ke-7 di tahun 1973 yang bertempat di Belgard (Yugoslavia) antara 
lain! membicarakan mengenai "the evaluation of criminal policies 
system"; pada kongres yang ke-9 pada Tahun 1983 bertempat di Wina 
(Austria) antara lain di bicarakan topik mengenai "status and role of 
criminology and its institutional relations with public policy and 
practice" dan juga topik "the public policies proper to criminal justice 
system" ; pada kongres yang ke-10 pada tahun 1988 bertempat di 
Hamburg (Jerman) antara lain di bicarakan topik mengenai "Crisis of 
penal santions: new perspectives" Dijelaskan juga dalam buku mengenai 
riwayat Internasional mengenai sebuah kriminologi. bahwa suatu 
"prepektif baru" yang diterima oleh berbagai kriminolog adalah 




Pada sebuah buku sejarah atau catatan tahunan terkait kegiatan 
dan juga perkembangan kriminologi yang mana secara internasional (the 
internasional annals of crimonology) yang di terbitkan pada tahun 1988 di 
kemukakan, bahwa sejak pada tahun 1953-1987 sudah diselenggarakan 
sebanyak 39 kali penataran atau kursu kriminologi. Dan juga dijelaskan 
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pada buku tersebut, bahwa kursus-kursus yang kemudian diselenggarakan 
selama ini dapat dibedakan dalam 4 periode, antaralain : 
a. Periode pertama pada tahun 1952-1961, kursus-kursus itu di 
selenggarakan yang utamanya menekankan pada kriminologi 
kliniknya (clinical criminology). 
b. Periode kedua pada tahun 1962-1969, pada periode ini masih ada 
banyak kecenderungan pada kriminologi klinik akan tetapi ada 
sebuah perkembangan terhadap kriminologi perbandingan 
(comparative criminology) 
c. Periode yang ke tiga pada tahun 970-1975 (yang semuanya itu 
diselenggarakan bertempat di luar Eropa), dan didasarkan atas 
pemikiran mengenai permasalahan mutakhir mengenai 
"delinquency" (contempory problems of deliquency) 
d. Pada periode sepuluh tahun yang terkahir ini, banyak berkaitan 
dengan permasalahn politik kriminal (criminal policy) dan juga 
kriminologi terapan (applied criminology) 
Mengamati pada perkembangan diatas, maka dari itu wajar saja 
peraturan kriminologi ini disajikan dengan bahan-bahan mengenai 
kebijakan (hukum) pidana atau mengenai "penal policy" yang pada 
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2. Kebijakan Hukum Pidana 
kebijakan di sebut  “policy” dalam bahasa inggris dan di sebut  
“politiek” dalam bahasa belanda. Bertolak dari istilah-istilah asing 
mengenai kebijakan tersebut, oleh karena itu istilah kebijkan hukum 
pidana dapat juga di sebut dengan sebuah istilah politik hukum pidana. 
Pada kepustakaan asing sebuah istilah politik hukum pidana tersebut 
sering juga di kenal dengan berbagai macam-macam istilah dan di 
antaranya ada yang menyebutkan dengan “penal policy”, “criminal law 
policy” ataupun “strafrecht politiek”. 
Usaha untuk mewujudkan suatu peraturan-peraturan yang lebih 
baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu saat merupakan 
pengertian dari politik hukum menurut Prof. Sudarto. Beliau juga 
menyatakan terkait erat dengan politik hukum bahwa kebijakan dari 
berbagai negara dengan melewati badan-badan yang berwenang dan untuk 
menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki yang juga di 
perkirakan dapat di gunakan untuk mengekspresikan apa-apa yang 




Dan dengan demikian pula dilihat sebagai bagian dari sebuah  
politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung sebuah arti, 
bagaimana mengusahakan atau untuk membuat dan juga merumuskan 
suatu perundang-undangan pidana yang baik. melihat dari pengertian 
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tersebut juga demikian terlihat pula dalam suatu definisi “penal policy” 
yang telah dikemukakan oleh Marc Ancel dalam uraian pendahuluan yang 
sangat singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang 
mempunyai tujuan untuk memungkinkan peraturan-peratuiran hukum 
positif dirumuskan dengan secara lebih baik”. Dan juga dengan demikian, 
yang dimaksudkan dengan suatu “peraturan hukum postif” (the positive 
rules) adalah suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana dalam 
definisi Marc Ancel yang dijelaskanya. Dan demikian pula istilah “penal 
policy” adalah sama dengan suatu istilah “kebijakan atau politik huku 
pidana” menurut Marc Ancel. 
“Strafrechtspolitiek” menjelaskan bahwa garis kebijakan itu 
untuk menentukan: 
a. Seberapa jauhnya ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku itu perlu 
di ubah ataupun diperbarui. 
b. Apa yang bisa diperbuat dalam langkah mencegah terjadinya suatu 
tindak pidana. 
c. Bagaimana cara penyidikan, peradilan dan penuntutan serta 
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 
Pada definisi diatas bertolak dari sebuah pengertian “sistem 
hukum pidana” yang di kemukakakn oleh Marc Ancel yang berpendapat, 
bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai sistem hukum 
pidana yang mana terdiri atas:  





b. Sebuah prosedur dari hukum pidana; serta 
c. mekanisme pelaksanaannya (pidana).22 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Para sarjana hukum di Indonesia membedakan mengenai 
pengertian hukuman dan pidana. yaitu straf yang hanya dikenal satu 
istilah untuk keduanya dalam bahasa Belanda. Istilah hukuman  
merupakan sebuah istilah umum untuk berbagai macam sanksi baik dari 
perdata, admnistratif dan disiplin serta pidana. Sedangkan pengertian 
pidana diartikan secara sempit  yaitu yang berkaitan dengan suatu hukum 
pidana. Pidana diartikan karakteristik hukum pidana yang mana sangat 
berbeda dengan hukum perdata. Dalam  suatu gugatan dalam hukum 
perdata pada umumnya, pertanyaan yang akan timbul mengenai beberapa 
besarkah jika ada, tergugat yang telah merugikan penggugat dan juga 
kemudian pemulihan apasaja jika ada yang setimpal untuk mengganti 
kerugian penggugat tersebut. Pada perkara pidana ini sebaliknya, seberapa 
jauhkah terdakwa dapat merugikan masyarakat dan juga pidana apa saja 
yang di perlukan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang 
telah melakukan pelanggaran hukum (pidana).
23
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Tindak pidana berarti sebuah istilah yang mengandung suatu 
pengertian yang dasar pada suatu ilmu hukum, sebagai istilah yang di 
bentuk dengan penuh kesadaran untuk memberikan sebuah ciri-ciri 
tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana sendiri  
mempunyai suatu arti yang abstrak dari berbagai peristiwa-peristiwa yang 
konkret dalam suatu lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana ini 
harus di berikan pengertian yang bersifat dan dapat ditentukan dengan 
jelas untuk bisa memisahkan dengan istilah yang di pakai dalam 
kehidupan sehari-hari masyrakat. 
Perbuatan pidana, Tindak pidana atau bisa di sebut juga dengan 
Peristiwa pidana sering di istilahkan oleh pakar asing menjadi Strafbaar 
Feit yang diartikan sebagagai “peristwa pidana”, Strafbare Handlung 
yang di artiakan dengan suatu “perbuatan pidana” istilah ini banyak di 
gunakan oleh para sarjana hukum pidana di jerman dan Criminal Act yang 
memiliki arti “Perbuatan kriminal”.
24
 Sedangkan Tindak pidana sendiri 
menurut adalah perbuatan yang mana dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa suatu pidana tertentu 






                                                          
24
 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, Cetakan I, 
2015, hlm. 5 
25





2. Tujuan pidana 
Menurut pendapat Remmelink hukum pidana bukan untuk tujuan 
pidana pada diri sendiri akan tetapi ditujukan untuk menegakan agar tertib 
hukum, yang juga melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial 
ini sebagian besar sangat-sanga tergantung pada suatu paksaan. Dalam 
literatur yang menggunakan bahasa inggris tujuan pidana ini biasa 
disingkat dengan 3 R itu yaitu Reformation dan Restrant serta 
Retribution, sedangkan D itu sendiri adalah   Deterrence yang terdirikan 
atas individual deterrence dan jua general deterrence (pencegahan yang  
khusus dan pencegahan yang umum). 
Reformasi memiiliki arti merehabilitasi atau memperbaiki  
penjahat menjadi orang yang baik berguna bagi seluruh masyrakat. Dan 
masyarakat juga akan memperoleh sebuah keuntungan dan tidak ada 
seorangpun yang dirugikan jika penjahat menjadi orang yang baik. 
reformasi itu perlu digabung dengan sebuah tujuan yang lain seperti suatu 
pencegahan. Kritikan yang diberikan terhadap reformasi adalah ia tidak 
berhasil. Ketidakberhasilannya itupun nyata, banyaknya residivis yang 
telah menjalani pidana penjara. Adapula yang perlu lebih untuk 
ditingkatkan lagi dalam sistem reformasi tersebut ialah intensitas latihan 
di dalam penjara.  
Restaint memiliki arti mengasingkan orang yang melanggar dari 
masyarakat. Dengan tersingkirkanya orang yang melanggar hukum dari 





pula kaitanya dengan suatu system reformasi, apabila dipertanyakan 
berapa lamakah terpidana  itu harus di perbaiki didalam penjara yang 
bersamaan dengan itu dia tidak berposisi di tengah-tengah masyarakat. 
Masyarakat perlu memiliki perlindungan fisik dari kejahatan yang 
dilakukan olej perampok yang memiliki senjata dan juga penodong 
daripada orang-orang yang melakukan sebuah penggelapan. 
Retribution merupakan pembalasan terhadap suatu pelanggar 
karena telah melakukan sebuah kejahatan. Pada saat ini banyak dikritik 
sebagai suatu sistem yang bersifat sangat barbar dan sangat  tidak sesuai 
dengan masyarakat yang beradab. Akan tetapi  bagi orang yang setuju 
dengan pembalasan ini mengatakan, bahwa orang-orang yang 
menciptakan suatu system yang mana lebih lunak pada para penjahat 
sepertinya reformasi itu membuat suatu magna carta bagi para penjahat 
(Magna Carta for law breaker). Sifat primitif dalam mengetahui hukum 
pidana memang sangat sulit dihilangkan, berbeda dengan berbagai bidang 
hukum yang lainya. Teori mengenai tujuan pidana ini berupa suatu 
pembalasan ini diuraikan lebih lanjut di bawah. 
Deterrence, mempunyai arti mencegah atau menjera sehingga 
baik terdakwa yang mana sebagai suatu individual maupun orang lain 
yang potensial menjadi seorang penjahat akan takut atau jera untuk 
melakukan tindak kejahatan, melihat daripada pidana yang dijatuhkan 
terhadap terdakwa itu sendiri. Yang mengkritik teori ini mengatakan 





mencegah orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan terpidana akan 
dikorbankan untuk menerima pidana tersebut. Teori mengenai 
pencegahan ini akan diuraikan dengan lebih lanjut di bawah dengan 
mengemukakan pendapat dari para pakar hukum pidana terkemuka. 
Teori mengenai tujuan pidana ini memang kian hari kian menuju 
kearah system yang lebih manusiawi dan juga akan lebih rasional. 
Perjalanan suatu sistem pidana menunjukan bahwa sebuah retribution 
(revenge) atau bertujuan memuaskan pihak yang memiliki dendam baik 
masyarakat sendiri ataupun pihak yang juga dirugikan atau menjadi 
korban kejahatan itu sendiri. Hal ini memiliki sifat yang primitif, akan 
tetapi kadang-kadang juga masih terasa pengaruhnya di zaman yang  
modern ini. Juga dipandang kuno adalah penghapusan suatu dosa 
(expiation), adalah melepaskan orang yang melanggar hukum dari 
perbuatan jahat ataupun menciptakan balance antara hak dan juga batil. 
Yang dipandang dalam tujuan yang berlaku saat ini adalah 
variasi dari berbagai bentuk-bentuk: penjeraan (deterrent), yang ditujukan 
pada orang yang melanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang 
memilki potensi menjadi seorang penjahat. perlindungan pada masyrakat 
dari suatu perbuatan yang jahat, perbaikan (reformasi) pada seorang 
penjahat. Yang terkahir yang paling modern dan juga paling popular 





pemenjaraan akan tetapi juga mencaritahu alternatf yang lain yang bukan 




3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada umumnya dalam mengetahui bahwa adanya suatu 
perbuatan  tindak pidana, maka dari itu perlulah dirumuskan dalam  usatu 
peraturan-peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan  juga disertai berbagai sanksi. Dalam 
rumusannya tjuga ditentukan unsur ataupun syarat yang menjadi salah 
satu ciri atau sifat yang khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas 
itu dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang mana itu tidak dilanggar. 
Perbuatan pidana merujuk hanya pada sifat perbuatanya saja, yakni 
dengan suatu ancaman pidana jikalau itu dilanggar. 
Unsur-unsur perbuatan tindak pidana atau (strafbaar feit) 
Menurut Simons,  antara lain yaitu : 
a.  Perbuatan  positive atau negative yang dilakukan oleh mansuia, 
berbuat ataupun tidak berbuat atau membiarkannya; 
b. Statbaar gesteld  atau Di ancam dengan suatu pidana ; 
c.  Onrechtmatig bersifat melawan hukum; 
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d. Met schuld in verbadn stand atau dilakukan dengan kesalahan oleh 
seorang yang mana ia mampu untuk bertanggungjawab 
(toerekeningsvatoaar person) 
Adanya suatu unsur objektif dan juga unsur  subjektif  dari  
kejahatan tindak  pidana Simons juga menyebutkan demikian mengenai 
kedua unsur tersebut yaitu : 
a. Objektif 
1) Perbuatan dilakukan oleh orang 
2) Memiliki akibat yang kelihatan dari perbuatanya tersebut 
3) Adanya  keadaaan  tertentu  yang dapat menyertai terjadinya 
perbuatan itu seperti sifat “openbaar” atau “dimuka umum yang 
tertera pada pasal 281 KUHP” 
b. Subjektif 
1) Seorang yang mampu untuk bertanggungjawab  
2) dollus atau culpa, terjadi atau adanya suatu bentuk kesalahan 
3) Perbuatan yang dilakukan itu harus dengan sebuah kesalahan. 
Kesalahan tersebur bisa berhubungan dengan sebuah akibat dari 
suatu perbuatan ataupun dengan kadaan yang mana perbuatan tersebut 
dilakukan. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidana menurut 
Moeljatno yaitu :  





b. Yang mana memenuhi (syarat materiil) dalam rumusan undang-
undang yang bersifat melawan hukum  
Menurut beliau Unsur-unsur tidak pidana itu terdiri atas: 
1) Kelakuan dan juga akibatnya 





C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Marital Rape  
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan KDRT Secara hukum yaitu  
setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama bagi 
perempuan, yang mengakibatkan timbulnya sebuah kesengsaraan atau 
penderitaan yang terjadi secara fisik, seksua dan psikologis atau 
penelantaran suatu rumah tangga juga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan pemaksaan dan juga suatu perampasan 




Intinya, suatu perbuatan KDRT itu ialah sebuah kejahatan yang 
di lakukan oleh pasangan, baik laki-laki ataupun sebaliknya untuk 
mengambil alih suatu posisi yang dominan dalam sebuah tumah tangga 
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atau keluarga. sipelaku berupaya untuk mengambil alih kontrol dalam 
sebuah rumah tangga baik itu berbentuk sebuah hak, kebebasan, ataupun 
lain-lainya. Tentu inipun tidak hanya dalam sebuah bentuk fisik saja tetapi 
bisa juga dengan cara yang lain. Salahnya  yang digunakan dengan cara 
misalnya ketika sang suami melarang istrinya dalam bekerja ataupun 
sebaiknya. Dalam hal ini menyebabkan sang istri memiliki 
ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu merupakan suatu 
tindakan KDRT. Ataupun sebaliknya seorang istri dipaksa untuk bekerja 
dalam memenuhi kebutuhanya sendiri tanpa diberikan nafkah oleh sang 
suami. Itu juga merupakan bagian dari suatu tindakan KDRT.
29
 
Dalam permasalahan keuangan uang yang mana sebenarnya 
adalah  hasil kerja sendiri atau uang tabungan milik sendiri itu dirampas 
dengan paksaan oleh pasangannya sendiri hal ini juga termasuk kedalam 
kekerasan karena ia sudah mengambil suatu hak yang tidak semestinya ia 
ambil. Secara mental pasangan bisa juga terkena kekerasan apabila 
pasangan berbicara dengan gaya dan intonsi yang  berlebihan sehingga 
menyakiti hati pasanganya, itu juga termasuk kekerasan  jikalau apabila 
sampai pada berbagai aktivitas, pasangan itu selalu berada dalam suatu  
keadaan posisi disalahkan. Dengan sangat jelas hal itu termasuk dalam 
sebuah kekerasan. 
Kekarasan lainya yang umum adalah jikalau seseorang 
merasakan paksaan untuk melakukan behubungan intim. Meskipun itu 
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yang dipaksa aialah seorang wanita, yang mana dalam hampir seluruh 
budaya di Indonesia, bahwa seorang istri harus menurut  kesuami padahak 
keadaan sang istrei sedang tidak sehat atau sakit tetapi tetap dipaksa untuk 
melakukan berhubungan intim. Pemaksaan ini secara hukum itu sudah 




2. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Larangan KDRT yang mana menurut pasal 5 sampai 9 yang 
terdapat dalam Undang-Undang PKDRT. Setiap orang itu dilarang 
melakukan suatu kekerasan dalam sebuah rumah tangga terhadap ruang 
lingkup rumah tangganya sendiri, dengan cara : 
a. Suatu kekerasan Fisik 
Yang diartikan perbuatan yang berakibat rasa sakit, berakibat jatuh 
sakit, ataupun berakibat luka yang berat. 
b. Suatu kekerasan psikis 
Yitu perbuatan yang berakibat ketakutan, berakibat hilangnya rasa 
percaya diri, berakibat hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
baerakibat rasa tidak berdaya, dan juga  berakibat sebuah penderitaan 
psikis yang berat bagi sesorang. 
c. Suatu kekerasan seksual 
Setiap perbuatan yang mana berupa suatu pemaksaan hubungan 
seksual, dan pemaksaan suatu hubungan seksual yang dilakukan 
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dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan 
seksual dengan suatu cara yang lain yang memilki tujuan komersial 
atau tujuan yang tertentu. 
Komnas Perempuan menbedakan berbagai jenis kekerasan seksual 
(KS) berdasarkan suatu tindak pidana dalam peraturan-peraturan  
perundang-undangan dan juga dalam bentuk yang lain yang termasuk 
dalam 9 jenis kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-undang  
Penghapusan Kekerasan Seksual yang mana itu terdiri atas: Pelecehan 
seksual, perkosaan, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, eksploitasi 
seksual, pemaksaan melakukan aborsi, pemaksaan perkawinan, 
perbudakan seksual, paksaan pelacuran, dan juga penyiksaan seksual.  
Bertujuan untuk melihat yang lebih detail pada kasus yang nyata 
yang dialami oleh sikorban dan juga diadukan ke Komisi Nasional 
Perempuan, yang mana hingga pada saat ini belum ada sebuah 
mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif karena 
kompleksitas pada  kasus-kasus KS yang melebihii dari ketersediaan 
dalam hukumnya. Dan dampak daripada minimnya payung 
perlindungan hukum, yang memicu impunitas, keberulangan dan 
bahkan sebauh kefrustasian bagi para korban untuk mendapatkan suatu 
keadilan dan juga pemulihan. Sementara daripada itu hukum dan juga 
penghukumanya yang ada dan tidak mampu untuk mencegah dan 





adalah 9 bentuk atau jenis kekerasan seksual berdasarkan sebuah 
pengalaman dan juga  pengaduan para korban. : 
1) Pelecehan seksual  
Pelecehan seksual ini tidak dikenali dalam sutu KUHP. Bab 
kejahatan kesusilaan dan kesopanan ini hanya mengenal mengenai 
zina, cabul, dan juga perkosaan yang mana tindak pidananya 
berupa fisik. Dan sementara itu hasil dari pemantauan 
menunjukkan bahwa adanya suatu kontak non fisik dalam suatu 
KS yangmana berbentuk menghina, merendahkan dan menyerang 
yang membuat seseorang tersebut merasa dirinya dipermalukan, 
dihina, dan melanggar etika atau kesopanan. Dalam RUU 
Kekerasan Seksual menyebutkan sebagai suatu pelecehan seksual 
yang mencakup pelecehan fisik dan non fisik 
2) Eksploitasi Seksual 
Eksploitasi seksual ini dikenal dalam suatu Undang-undang 
No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan suatu Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (UU TPPPO) sebagai tujuannya, dan 
jugadalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (UU PA) yang mana pada dasarnya eksploitasi seksual  ini 
mengandung unsur adanya suatu hubungan seksual atau 
pemanfaatan tubuh oleh sipelaku/ orang lain yang mana semata-





sebagai suatu jenis KS belum dikenal dalam pertruran yang tertera 
pada KUHP ataupun UU lex specialis yang lain sehingga 
seringkali pada kasus-kasus ini jarang ada yang diproses melalui 
jalur hukum. 
3) Pemaksaan Penggunaan Kontrasepsi 
Kekerasan Seksual yang ini dilakukan dengan cara 
mengatur yang merusak organ fungsi reproduksi yang ada pada 
tubuh melalui penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi dan 
suatu tindakan operasi tertentu (tubektomi) secara paksaan.  
4) Pemaksaan Melakukan Aborsi 
Suatu pemaksaan orang lain untuk melakukan sebuah 
tindakan aborsi sehingga ia tidak mampu memberikan suatu 
persetujuan terhadap aborsi yang dilakukanya terhadap diri 
sendiri. Di dalam RUU ini memang banyak mengatur orang yang 
melakukan suatu pemaksaan karena dalam KUHP dan juga 
Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan itu sudah mengatur mengenai aborsi yang aman dan 
juga dipertegas dalam sebuah Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mana memberikan suatu 
mekanisme aborsi bagi para korban perkosaan dengan jangka 
waktu atau usia 40 hari. 





Sebuah hubungan seksual yang mana dilakukan dengan 
secara paksa dan dengan tipu daya, kekerasan serta ancaman 
kekerasan. Hubungan seksual yang dimaksudkan ini tidak semata 
penetrasi akan tetapi juga menggunakan suatu bagian tubuh yang 
lain bukan menggunakan alat kelamin ataupun memasukkan suatu 
benda ke dalam suatu alat kelamin atau ke dalam anus orang lain 
seperti jari ataupun benda yang lainnya. Hubungan seksual yang 
dilakukan dengan anak, dilakukan dengan orang lain dalam 
keadaan pingsan, dan memanfaatkan ketidakberdayaannya, 
memanfaatkan ketidakmampuannya, dan juga kondisi disabilitas, 
dalam suatu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini disebut 
juga dengan suatu tindak perkosaan 
6) Pemaksaan Perkawinan 
Pemaksaan perkawinan ini adalah sebuah tindakan 
memaksa sehingga membuat orang tersebut tidak dalam kondisi 
bebas dalam  memberikan persetujuan untuk melakukan sebauh 
perkawinan. 
7) Pemaksaan Pelacuran 
Pada KUHP ini mengatur sebuah larangan kepada orang –
orang yang memudahkan ataupun menyebabkan suatu perbuatan 
yang cabul sebagai suatu kebiasaan. Sementara itu orang yang 
memaksakan terjadinya sebuah pelacuran akan tetapi itu bukan 





KUHP. Kemudian jika menggunakan sebauh UU TPPPO ini harus 
memenuhi 3 unsur yang meliputi prosesnya,  cara, dan juga 
tujuanya. 
8) Perbudakan Seksual 
Kekerasan Seksual yang terjadi yang kemudian itu 
dilakukan bertujuan memberikan sebuah layanan seksual dibawah 
kontrol si pelaku dalam jangka waktu yang tertentu hingga 
korbannya itu mendapatkan pertolongan. 
9) Penyiksaan seksual 
 Penyiksaan seksual ini merupakan salah suatu jenis kekerasan 
seksual yang mana pada selama ini tidak diatur norma mengenai  
tindak pidananya di dalam undang-undang manapun yang 
termasuk juga KUHP. Pada perumusan norma tindak pidana pada 
penyiksaan seksual ini dalam sebuah RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual itu dimaksudkan sebagai salah satu 
implementasi dan pelaksanaan konvensi anti penyiksaan, supaya 
kasus serupa dapat pula ditangani dengan lebih komprehensif lagi. 
Penyiksaan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan untuk 
sebuah tujuan tertentu. Pada tindakan khusus ini menyerang organ 





sengaja, sehingga berakibat menimbulkan rasa sakit atau berakibat 




3. Pengertian Marital Rape 
Pada kosa kata inggris Marital Rape adalah gabungan dari kata 
marital yang diartikan sebagai “segala urusan yang terkait perkawinan” 
dan rape yang juga diartikan sebagai “pemerkosaan”. Karenanya Marital 
Rape diartikan sebagai suatu pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah 
ikatan perkawinan. yang di maksud pemerkosaan di sini yaitu pemaksaan 
suatu aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lainya; suami 
terhadap istri, ataupun sebaliknya. Akan tetapi, pengertian yang lebih luas 
dipahami oleh berbagai kalangan perihal marital rape adalah istri yang 
mendaptkan atau  memperoleh tindak kekerasan seksual suami dalam 
suatu perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, marital rape ialah 
tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri 




Selain itu juga arti marital rape sebagaimana itu di sampaikan 
oleh Bergen yang dikutip langsung  oleh Siti ’Aisyah, dan diartikan 
sebagai suatu hubungan seksual lewat vagina dengan mulut, maupun 
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lewat anus yang dilakukan dengan cara pemaksaan, dengan cara ancaman, 
ataupun dengan cara saat istri tidak sadar. Sedangkan sebagai suatu tindak 
kekerasan terhadap istri dalam bentuk pemaksaan ini dalam upaya untuk 
melakukan hubungan seksual ini adalah marital rape menurut Elli Nur 
Hasbianto, pemaksaan suatu selera seksual, dan juga pemaksaan seksual 
tanpa dengan memperhatikan kepuasan sang istri. Dalam laporam 
penelitian yang di peroolah oleh Nurul Ilmi Idrus sebagaimana tentang 
masyarakat bugis, melalui sebuah pengalaman  para respondennya  yang 
menjadikan korban Marital rape, bahwa Marital rape itu sebagai 
hubungan seksual yang mana itu disertai suatu paksaan, suatu ancaman, 
suatu pemaksaan selera sendiri, dan juga suatu penggunaan obat terlarang 
ataupun minuman yang mengandung alkohol.
33
 
Komisi Nasional Perempuan sendiri menerangkan bahwa dalam 
catatanya yaitu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bahwa sebuah 
hubungan seksual yang mana itu dilakukan secara paksa dan dengan suatu 
tipu daya, sebuah kekerasan serta suatu ancaman kekerasan. Hubungan 
seksual yang dimaksud ini tidak semata-mata penetrasi akan tetapi juga 
menggunakan suatu bagian tubuh lainnya yang bukan merupakan alat 
kelamin atau dengan memasukkan suatu benda yang lain ke dalam alat 
kelamin ataupun keealam anus orang lain seperti jari ataupun yang benda 
lainnya. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak, dan dengan 
orang lain dilakukan dalam keadaan pingsan, yang memanfaatkan 
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ketidakberdayaan, memanfaatkan ketidakmampuan, dan juga kondisi 
disabilitas, Pada sebuah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini disebut 
juga dengan suatu perkosaan. 
Suatu perkosaan yang dialkukan oleh seorang suami terhadap 
istri dengan suatu cara paksa juga termasuk penyiksaan seksual, yang man 
itu disbut dengan Marital Rape. Dalam suatu Catatan kekerasan yang 
terjadi terhadap perempuan pada tahun 2018 ini Komnas Perempuan 
menjelaskan bahwa Penyiksaan seksual ini merupakan salah suatu jenis 
kekerasan seksual yang mana pada selama ini tidak diatur norma 
mengenai  tindak pidananya di dalam undang-undang manapun yang 
termasuk juga tidak diatur pula dalam KUHP. Pada perumusan norma 
tindak pidana pada penyiksaan seksual ini dalam sebuah RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual itu dimaksudkan sebagai salah satu 
implementasi dan pelaksanaan konvensi anti penyiksaan, supaya kasus 
serupa dapat pula ditangani dengan lebih komprehensif lagi. Penyiksaan 
seksual merupakan perbuatan yang dilakukan untuk sebuah tujuan 
tertentu. Pada tindakan khusus ini menyerang organ dan juga seksualitas 
perempuan, yang mana itu dilakukan dengan sengaja, sehingga berakibat 
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Kata perkosaan itu berasal dari yang lain yaitu bahasa latin 
“rapere”, yang mempunyai arti mencuri, memaksa dan merampas, atau 
membawa pergi. Pada kamus besar dalam bahasa Indonesia, perkosaan  
sendiri berasal dari suatu kata perkosa yang mempunyai arti menggagahi 
atau memilki arti melanggar dengan sebuah kekerasan. Sedangkan 
pengertian pemerkosaan sendiri diartikan sebagai suatu proses, atatu cara, 
perbuatan perkosa ataupun melanggarnya dengan suatu tindak kekerasan. 
Apabila kita merujuk pada ketentuan pada hukum pidana yang saat ini 
berlaku di Indonesia, maka suatu pemaknaan perkosaan ini pada 
umumnya merupakan sebagaimana yang termuat dalam pada Pasal 285 
KUHP, yang mana berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 
luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.” 
Kemudian ketentuan pidana itu merupakan suatu satu ketentuan 
hukum yang mana itu diadopsi dari sebuah kitab undang-undang hukum 
Belanda atau biasa di sebut dengan Wetboek van Strafrecht (WvS), yang 
pada saat itu sempat diberlakukan di Belanda hingga pada akhirnya di 
amandemenkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, ketentuan pidana 
tersebut masih berlaku bersamaan dengan suatu evolusi dalam ketentuan 
pidana yang terkait kekerasan seksual. Petentangan mengenai pendapat 
yang terkait mengenai ketentuan pidana yang kemudian berkemungkinan 





Keberadaan RUU-PKS ini Padahal dimaksudkan untuk menjawab suatu 
isu-isu hukum dan isu-isu sosial yang sering terjadi dalam masyarakat 
Indonesia saat ini.  
 
D. Teori Perbandingan Hukum Pidana 
1. Pengertian dan Istilah Perbandingan Hukum Pidana 
Perkembangan mengenai pengertian dan juga ruang lingkup 
perbadingan hukum ini sejalan dengan perkembangan hukum yang terjadi 
pada umumnya yang mana berpusat pada Eropa daratan. Perkembangan 
hukum yang terjadi pada Eropa daratan ini bisa dibedakan kedalam suatu 
perkembangan sebelum dan juga sesudah era kodifikasi. Kemsudian 
perbandingan hukum itu adalah sebagai disiplin hukum yang sekaligus 
sebagai suatu cabang ilmu hukum, yang pada awalnya di pahami sebagai 
salah satu dari metode pemahaman dalam sistem hukum, kemudian  
disamping sosiologi hukum dan juga sejarah hukum yang ketiga itu 
metode pemahaman dari sistem hukum tersbut yang juga berkaitan erat 
satu dengan yang lainya.
35
 
Perbandingan hukum yang mempunyai peranan yang sangat 
penting daalm bidang hukum itu secara nasional maupun internasinal. 
Oleh sebab itu dimana semakin perlu di ketahuinya atau di pelajarinya 
Karena itu mempunyai berbagai macam manfaat antara lain, itu dapat 
membantu dalam rangka suatu pembentukan hukum nasional, dan 
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dismping itu mempunyaisebuah peranan yang sangat penting dalam 
rangka upaya hubungan antar bangsa/Negara dan lain sebagainya. 
Singkatnya perbandingan hukum ini mempunyai sebuah peranan yang 
penting pada segala aspek bidang. 
Terdapat pula berbagai macam istilah-istlkah yang asing 
mengenai perbandingan hukum ini, yaitu: Comparative law, Comparative 
Jurisprundence, Foriegen Law (istilah inggris); Droit Compare (istilah 
Prancis); Rechsvergelijking (istilah Belanda); dan Rechtsvergleichung 
atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman). Dan juga ada pula 
pendapat yang membedakan suatu Comparative Law dengan Foreign 
Law. Comparative Law yang mempelajari berbagai macam system hukum 
yang asing dan dengan bermaksud untuk membandingkanya, sedangkan 
Foreign Law mempelajari mengenai hukum adding yang dimaksudkan  
semata-mata untuk mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dan dengan 
tidak secara nyata itu bermaksud untuk membanding-bandingkan dengan 
sistem hukum  yang lain.
36
 
Dalam perbandingan hukum ini yang sering digunakan untuk 
membandingkan berbagai macam sistem hukum yang berbeda-beda 
contoh sitem yang di bandingkn yaitu hukum perdata, hukum pidana 
ataupun hukum administrasi Negara. Hukum pidana itu sendiri adalah 
suatu keseluruhan peraturan atau suatu hukum yang mengatur sebauh  
perbuatan seseorang atau badan hukum yang di lakukan dengan salah dan 
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melanggar hukum suatu pidana serta itu diancam dengan sanksi pidana. 
Van Hamel mengemukakan bahwa yang disebut dengan hukum pidana 
yaitu semua dasar-dasar danjug aturan yang dianut oleh suatu wilayah 
atau negara didalam melaksanakan ketertiban hukum (rechtsorde), yaitu 
yang dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan juga 
menegakan suatu nestapa atau sanksi pada siapapun yang kemudian 
melanggar larangan-larangan atau aturan-atuaran tersebut.
37
  
Pada Kalangan pakar hukum di Indonesia, masih ada pengertian 
lain yang dipergunakan yaitu, hukum perbandingan kemudian hukum 
pidana. Namun istilah-istilah tersebut hingga saat ini belum cukup popular 
dan juga bahkan hampir tidak digunakan lagi, atau mungkin penjelasan 




2. Tujuan dan Fungsi Perbandingan Hukum  
Perbandingan hukum ini selain dipergunakan untuk 
membandingkan beberapa sistem hukum yang berbeda juga memiliki 
sebuah tujuan dan fungsinya sendiri yang juga mendorong untuk 
memanding-bandingkan hukum. Mengenai bagaimanakah tujuan daripada 
perbandingan hukum yang belum ada suatu kesepakatan dari para ahli, 
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Menganai tujuan perbandingan hukum para ahli memiliki berbagai 
pendapat yang berbeda.  
Menurut Main yang terdapat dalam bukunya yang berjudul “The 
history of comparative jurisprudence” yang mengatakan bahwa tujuan 
daripada perbandingan hukum yakni untuk membantu menyelusuri suatu  
asal usul atau riwayat perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di 
berbagaia belahan diseluruh dunia. Kemudian Randal mengatakan bahwa 
tujuan daripada suatu perbandingan hukum yakni usaha untuk 
mengumpulkan dari berbagai informasi mengenai suatu hukum asing atau 
usaha untuk mendalami pengalaman yang dibuat dalam suatu studi hukum 
asing dan dalam rangka suatu pembaharuan hukum.  
Perbandingan hukum ini dilakukan dalam upaya untuk 
memenuhi sebuah kebutuhan, dalam konteks ini soenarjati 
mengemukakan bahwa jikalau orang itu melakukan sesuatu tentu itu 
disebakan karena adanya suatu satu kebutuhan entah yang bersifat rohani 
ataupun jasmaniah. Dan dengan emikian pula dalam hal ini perbandingan 
hukum, orang yang melakukan suatu perbandingan hukum dimana itu 
karena adanya kebutuhan. Kebutuuhan ini lalu terdiri dari kebutuhan 
ilmiah danjuga suatu kebutuhan praktis.  
Dibandingkan dengan suatu kebutuhan yang ilmiah ini maka 
perbandingan hukum  itu: 
a. Menunjukan terdapat titik titik persaman dan titik-titik perbedaan dari 





b. Menunjukkan sesuatu bahwa terhadap suatu masalah yang sama, itu 
dapat di capai dengan suatu penyelesaian (problem solving) yang 
berbeda-beda pula. 
c. Tetapi Terkadang masyarakat yang berbeda-beda danjuga berjauh-
jauhan letaknya itu dapat dielesaikan oleh kebutuhan yang sama  
kemudian dengan cara yang sama juga, walaupun antrara sesame 
anggota masyarakatnya ini tidak tampak adanya hubungan dari 
kebudayaan apapun. 
Kemudian perbandingan hukum ini juga mempunyai suatu 
fungsi dan kegunaan tersendiri, dengan uraian tentang fungsi 
perbandingan hukum yang secara berencana. Fungsi ini juga di bagi 
dalam : 
a. perbandingan hukum berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum  
yang ada di Indonesia; 
b. Perbandingan hukum berfungsi  bagi ustu praktik dan juga suatu 
pembinaan hukum; 
c. Perbandingan hukum berfungsi bagi suatu perencanaan hukum (legal 
planning); 
d. Perbandingan hukum berfungsi untuk pendidikan di berbagai fakultas 
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PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Tindak Pidana Marital Rape Dalam Hukum Positf  
Indonesia 
1. Marital Rape di Idonesia 
Marital rape sendiri merupakan suatu kejahatan, yang diartikan  
sebagai suatu tindak  kejahatan perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh 
suami terhadap istri yang dilandasi adanya unsur pemaksaan. Dalam hal 
ini Marital rape di Indonesia sudah termasuk suatu tindak pidana yang 
mana sudah memenuhi syarat yang dijabarkan oleh Simons mengenai 
unsur-unsur  tindak pidana Perbuatan  mansuia (positive atau negative, 
berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), Di ancam dengan pidana 
(statbaar gesteld), bersifat Melawan hukum (onrechtmatig) ini juga 
Dilakukan dengan sebuah kesalahan (met schuld in verbadn staand) oleh 




Marital rape juga masuk dalam ranah kekerasan seksual namun 
terjadi dalam forum kekerasan dalam suatu rumah tangga yang berfokus 
pada suatu tindak pidan perkosaan yang mana itu dilakukan oleh suami 
terhadap istrinya. Pengaturanya sendiri sudah di atur dalam beberapa 
aturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia apalagi dalam 
                                                          
40
 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, Cetakan I, 






kebijakan formulasi rancangan aturan undang-undang yang baru 
mengenai kekerasan dalam suatu rumah tangga dan jenis-jenis 
perkosaannya. 
Adapun yang tercata pada Catatan Tahunan tahun 2019 
(Catahu19) dalam  Komisi Nasional Perempuan, yang  membagi suatu 
kekerasan seksual menjadi beberapa jenis yang didasarkan dari tindak 
pidana dalam aturan per UU dan juga bentuk lain yang masuk ke dalam 9 
jenis-jenis kekerasan seksual di dalam aturan RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual (PKS).  
Ke 9an jenis aturan tersebut adalah suatu pelecehan seksual, 
suatu eksploitasi seksual, suatu pemaksaan penggunaan kontrasepsi, suatu 
pemaksaan melakukan aborsi, suatu perkosaan, suatu pemaksaan 
perkawinan, suatu paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan juga suatu 
penyiksaan seksual. Berikut  adalah Tabel 1 yang menunjukkan suatu 
bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi dalam ranah Kekerasan Dalam 
suatu Rumah Tanggga atau KDRT sepanjang  tahun 2019 di dalam 
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Jika melihat pada tabel diatas jelas bahwa jumlah perkosaan 
dalam perkawinan (Marital rape) itu mencapai angka 195 kasus, 
Kekerasan seksual dengan korban seorang perempuan atau seorang anak 
umumnya itu dilakukan oleh seorang terdekat, seperti ayah kandungnya, 
ayah tirinya sendiri, pacar , kakeknya, saudara laki-laki, sepupunya, dan 
bahkan majikanya sendiri . Berikut merupakan data pelaku kekerasan 
seksua yng di ambil dalam catatn komnas perempuan terhadap perempuan 
dan anak (Tabel 2). 









DI dalam Catatan Komnas Perempuan mengenai Kerkersan 
Terhadap Peremouan dijelaskan bahwa hubungan seksual yang mana itu  
dilakukan dengan secara paksa dengan sebuah tipu daya, atau kekerasan 
dan suatu ancaman kekerasan. suatu keadaan yang mana kejahatan 
perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sahnya sendiri yang 
meminta beehubungan intim dengan cara yang kasar dan tidak 
manusiawi. Marital Rape pada mulanya tidak di kenal dalam pengaturan 
aturan tidak pidana di indonesia yang mana dijelaskan pada aturan yang 





2. Pengaturan Marital Rape di Indonesia 
Marital Rape sendiri merupakan kerkerasan seksual yang mana 
itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri dengan adanya unsur 
paksaan. Kejahatan Marital Rape yang awalnya tidak diatur dalam 
hukum postif di Indonesia saat ini sudah diatur dalam RUU KUHP yang 
baru yang menjadikan perdebatan di kalangan masyrakat. Adapun aturan 
yang ada dalam hukum postif Indonesia : 
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Dalam Pasal 285 hingga 287 adalah pengaturan suatu 
pemaksaan bersetubuh di luar perkawinan dan di dalam pasal 287 
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juga membahas mengenai suatu perbuatan tentang korban 
persetubuhan yang dilakukan di bawah umur. Sedangkan pada pasal 
288 yang dibahas mengenai suatu pemaksaan persetubuhan di dalam 
perkawian namun itu di jelaskan apabila si korban di bawah umur dan 
juga menyebabkan terjadinya luka-luka.
43
 
Dalam suatu KUHP tidak ada suatu pengaturan yang  
mengatur mengenai tindak pemerkosaan atau tindak pemaksaan 
persetubuhan dalam suatu perkawinan dengan secara luas itu hanya di 
bahas apabila sikorban di bawah umur dan juga menyebabkan luka-
luka. dikarenakan aturan pemaksaan persetubuhan itu hanya di atur di 
luar perkawinan, maka pemaksaan hubungan yang dilakukan di dalam 
perkawinan tidak di pidana. Bagi KUHP, yang disebutkan suatu  
pemerkosaan hanyalah sebuah pemaksaan hubungan seksual pada 
seorang perempuan bukan istri. Karena hal tersebut maka istri tidak 
bisa mengadukan suamiya ke pengadilan karna alasan pemerkosaan. 
Jikalaupun itu ada, perkaranya akan dianggap dan juga  di proses 
sebagai suatu penganiyaan bukan suatu pemerkosaan.
44
 
Berbagai jenis produk hukum yang dibuat di Indonesia, 
secara substansi, selalu dominan dan juga lebih berpihak untuk 
kepentingan laki-laki. Standar yang digunakan itu untuk mengatakan: 
apakah benar suatu perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, dan 
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juga standar laki-laki. Yang seakanakan, jenis kelamin sebauh hukum 
di Indonesia merupakan seorang lakilaki. Yang mana keberpihakan 
hukum terhadap kaum laki-laki itu, jalas sekali sangat terlihat di 
dalam suatu Hukum Positif  Indonesia 
b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekersan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) 
Pada Undang-Undang tersebur membahas mengenai aturan 
kekerasan dalam suatu rumah tangga yakni pemaksaan hubungan 
seksual yang mana itu di lakukan oleh orang terhadap orang-orang 
yang tinggal dalam suatu lingkup rumah tangga tersebut “suatu 
pemaksaan hubungan seksual yang mana dilakukan terhadap orang 
yang menetap didalam lingkup suatu rumah tangga” dan juga sudah 
ada dalam aturan pemidanaanya.  
Namun demikian aturan pasal ini sangatlah luas sekali karena  
pada pasal tersebut tidak mengklasifikasikan bahwa korbannya anak, 
istri-suami, ataupun juga pembantu rumah tangga. Hanya tujuanlah 
yang sebagai pembeda pada klasifikasi sebuah perbuatan itu. Untuk 
pasal 8a itu tidak ada suatu tujuan yang ada hanyalah pemaksaan 
persetubuhan saja sedangkan dalam 8b mempunyai suatu tujuan yakni 
“tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” Hanya hal inilah  sebagai 
klasifikasi yang berbeda untuk sebuah pemidanaannya.  
Klasifikasi korban ini dalam penjatuhan pemidanaan di dalam 





kekerasan seksual yang korbannya adalah anak, istri, saudara dan juga 
pekerja rumah tangga sangat berbeda  maka dari itu, menurut saya, 
pada pengaturan ini sangat kurang melihat terhadap korban dari 
pemaksaan hubungan seksual yang mana itu dilakukan terhadap orang 
yang menetap di dalam suatu  lingkup rumah tangga tersebut.  
Budaya patriarki dan juga teori nurture ini sendiri yang juga  
membuat posisi seorang perempuan menjadi di bawah laki-laki, maka 
dari itu perempuan memiliki suatu  ketergantungan terhadap seorang 
laki-laki. Alasan penulis memiliki sebauh ide dengan adanya 
spesifiksai terhadap suatu kekerasan seksual yang mana korbannya 
adalah istri dan pelakunya adalah suami, kemudian dengan adanya 
suatu ikatan perkawinan antara suami dengan istri tersebut dan 
budaya Indonesia yang juga masih kental dengan patriarki yang di 
analisis dengan sebuah teori nurture menepatkan kedudukan istri 
sebagai seorang pelayan kebutuhan daripada suami sehingga 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang suami terhadap siistri di 
anggap suatu yang diwajarkan dan juga perbuatan tersebut rentan di 




c. Putusan Pengadilan Marital Rape Di Indonesia 
Penulis juga mengelompokkan Marital Rape termasuk 
manifestasi dalam ketidakadilan gender yang termasuk dalam “gender 







related violence”. Menurut pendapat  Mansor Faqih gender related 
violence itu adalah kekerasan yang disebabkan oleh sebuah  bias 
gender. Kekerasan yang mengatas namakan gender ini seringkali di 
sebabkan oleh sebuah ketidaksetaraan dan kekuatan yang ada dalam 
suatu masyarakat ataupun keluarga. Suatu contoh kekerasan gender di 
antaranya sebagai berikut: tindak pemerkosaan perempuan, tindakan 
kekerasan fisik dalam suatu rumah tangga (domestic violence).  
Adanya suatu perbuatan pidana marital rape itu karena 
dominannya kekuasaan seorang laki-laki daripada perempuan. Karena 
dilihat dari budaya yang ada di Indonesia sendriri marital rape itu 
membuat seolah-olah istri adalah pelayan suami atau milik suami jika 
sudah menikah karena yang menepatkan laki-laki yang sudah 
menikah itu drajatnya di atas seorang perempuan yang sudah 
menikah. 
tahap aplikasi dari tahap-tahap penegakan hukum pidana, 
dalam membuat putusan seorang hakim harus melihat dasar hukum 
yang berlaku suatu putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor: 
912/Pid/B/2011/PN.Bgl dan Putusan Nomor: 899/ Pid.Sus/2014/PN 
Dps hakim dalam membuat suatu putusan marital rape dimana 
menggunakan gaturan marital rape yang terdapat pada  Undang-






Dalam sebuah kasus marital rape ini menurut penulis  
seharusnya adan pemberatan dalam  penjatuhan pidana karena dalam 
budaya Indonesia yang menepatkan suami sebagai kepala rumah 
tangga yang mana seharusnya melindungi. Kemudian adanya 
pemberatan dalam penjatuhan sebuah pidana ini bertujuan untuk 
membuka masyarakat bahwa tindak pidana marital rape ini termasuk 
suatu kejahatan dan juga perbuatan tersebut merupakan sebuah 
perbuatan yang salah bila dilakukan. Apalagi karena budaya ini 
membuat seorang perempuan yang sudah menikah seringkali menjadi 
ketergantungan terhadap suaminya maka bdari itu rentan marital rape 
tersebut di lakukan dengancara berulang-ulang dan hal ini yang 
penulis tekankan yaitu perlunya adanya pemberatan. Dalam sebuah 
perspektif kriminologi mengenai masalah kejahatan hal ini termasuk 
dalam Macrotheories. 
Macrotheories merupakan teori- yang menjelaskan suatu  
kejahatan itu dipandang dari segi struktur sosial serta dampaknya. 
Dalam hal ini melihat tepatnya karena dalam suatu konteks hubungan 
social,lakilaki dan juga perempuan  tidak menepati kedudukan setara 
dalam sebuah hirarki social, juga terdapat sebuah bentuk diskriminasi 
structural yang terungkap di dalam  sebuah hubungan kerja, dan juga 
yang lebih penting lagi itu  dalam lingkup kerjanya. 
Teori macrotheories ini di dukung dengan pengelompokan 





termasuk “gender related violence”. Suatu marital rape yang di 
sebabkan karena adanya budaya patriarki yang  mana menganggap 
jika suami istri menikah maka, si istri atau perempuan tersebut 
menjadi milik si suami atau si istri menjadi seorang pelayan suami. 
Konsep patriarki menempatkan seorang perempuan sebagai suatu  
bumi yang memberi. Keangkuahan dalam system patriaki ini 
menyimbolkan alam itu sebagai ibu pertiwi. Yang menempatkan ibu 
dalam hal ini perempuan yang selalu memberi tanpa dirawat kembali 
atau tidak ada suatu timbal baliknya.
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Selain 3 aturan diatas kekerasan seksual itu juga diatur pada 
sebuah Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Tahun 2019 yang mana tercantum pada Pasal 479 ayat 1-3 yang berbunyi  
demikian: 
(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya 
dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun.  
(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:  
a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, 
karena orang tersebut percaya bahwa orang itu 
merupakan suami/istrinya yang sah;  
b. persetubuhan dengan Anak; atau  
c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa 




(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika 
dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan perbuatan cabul berupa:  
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a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut 
orang lain;   
b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau 
mulutnya sendiri; atau  
c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin 
atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang 
lain.  
(4) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) adalah Anak dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun.  
(5) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Anak dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan 
dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun.  
(6) Jika salah  satu  tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun.  
(7) Jika salah  satu  tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya 
orang, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).  
(8) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 
Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, 
pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
Penghapusan kekerasan seksual yang terjadi dalam sebuah 
rumah tangga itu dilaksanakan atas dasar beberapa asas. Berikut asas-asas 
yang di guanakan dalam penghapusan kekerasan seksual ini : 
a. Asas untuk mnghormati suatu HAM; 
b. Asas Keadilan serta kekesataraan gender; yang dimaksud dengan 
kesataraan gender yaitu suatu kedaan dimana seorang perempuan 
dan juga laki-laki menikmati status mereka yang setara dan memiliki 





asasi dan juga potensinya bagi keutuhan serta keberlangsungan  
rumah tangga secara proporsional. 
c. Tidak mendikriminasi: dan 
d. Perlindungan terhadap korban.48 
Asas penghapusan sebuah  kekerasan seksual diatas juga bisa 
termasuk pada asas dalam pengaturan tindak pidana marital rape di 
indonesia. Karena pada bidang tersebut Marital Rape yang juga termasuk 
dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia. 
Kemudian di buatnya penghapusan sebuah kekerasan dalam suatu rumah 
tangga ini  memiliki suatu tujuan diantaranya sebagai berikut: 
a. Mencegah segala macam bentuk kekerasan dalam sebuah rumah 
tangga; 
b. Melindungi korban tindak kekerasan dalam sebuah  rumah tangga; 
c. menindak pelaku tindak kekerasan dalam rumah sebuah tangga; dan 




Maka dari itu sejatinya pengaturan marital rape  yang sudah ada 
kemudian diatur pada beberap aturan perundang undangan diantaranya 
yaitu  Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
2019. Akan tetapi banyanya penolakan menganai perubahan-perubahan 
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pengaturan yang baru membuat kabijakan formulasi Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019 belum di sah kan 
oleh pemerintah yang menjadikan pengaturan tindak pidana marital rape 
masih memiliki kekurangan dalam pengauranya karna belum adanya 
keputusan yang sah oleh pemerintah. 
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Marital Rape Di Indonesia Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
1. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia 
Terbentuknya kebijakan atau sebuah upaya penanggulangan 
suatu kejahatan pada hakikatnya itu merupakan sebuah wujud nyata suatu 
upaya perlindungan bagi masyrakat dan juga sebuah upaya mencapai 
suatu kesejahteraan bagi masyrakat Pembaharuan hukum yang baru dalam 
menanggulangi sebuah permasalahan memang pelu di buat untuk 
mencapai tujuan yang benar dan adil kedepanya,  manusia yang sejatinya 
makhluk yang tuhan tidak sempurna yang masih mudah terbawa emosi 
sejatinya masih harus ada dalam pengawasan agar perilaku yang tidak 
mansiawi ini tetap terkontrol. maka dari itu harus lah ada upaya-upaya 
dalam menaggulangi sebuah permasalahan yang salah satunya adalah 
suatu pemerkosaan yang dilalukan oleh suami terhadap istri sendiri 
dengan cara yang tidak mansuiawi atau yidak wajar yang biasa di sebut 





atau tujuan utama dari politik kriminal yaitu "perlindungan masyrakat 
untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat."
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Marital Rape dalam kosata inggris adalah gabungan dari kata 
marital yang diartikan sebagai “segala urusan yang terkait perkawinan” 
dan rape yang juga diartikan sebagai “pemerkosaan”.  suatu keadaan yang 
mana kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri 
sahnya sendiri yang meminta beehubungan intim dengan cara yang kasar 
dan tidak manusiawi. Marital Rape pada mulanya tidak di kenal dalam 
pengaturan aturan tidak pidana di indonesia yang mana dijelaskan pada 
aturan yang saat ini ada hanya bisa di sebut suatu pemerkosaan jika 
keadaan tersebut di luar perkawinan 
Kemudian Tindak pidana perkosaan yang juga  merupakan salah 
satu suatu bentuk kekerasan terhadap seorang perempuan yang mana itu 
adalah contoh kerentanan dari posisi seorang perempuan, utamanya 
terhadap sebuah kepentingan seksual laki- laki. Perhatian dan juga 
perlindungan terhadap kepentingan korban adalah tindak pidana 
perkosaan baik melalui upaya proses peradilan pidana ataupun melalui 
sarana kepedulian sosial tertentu adalah bagian mutlak yang perlu 
dipertimbangkan dalam sebuah kebijakan hukum pidana dan juga sebuah   
kebijakan- kebijakan sosial, baik itu oleh sebuah lembaga eksekutif, 
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Bukan hal yang aneh jika suami melakukan hubungan intim 
dengan istrinya sendiri perbuatan tersebut bukan pula di sebut dengan 
perkosaan melainkan itu adalah tindakan yang wajar yang dilakukan oleh 
sepasang suami istri. Akan tetapi jika sang suami melakukan sebuah 
pemaksaan yang mana itu tidak wajar dilakukan itu disebut dengan suatu 
yang tidak wajar dan manakala perbuatan yang di lakukan bukanlah 
tindakan yang baik melainkan perbuatan yang tidak manusiawi yang 
bahkan menimbulkan kerugian bagi pasanganya sendiri. 
Berdasarkan dari banyaknya data yang terjadi di  indonesia dan 
juga adanya sebuah faktor yang ada yakni tindak pemaksaan perkawinan 
yang menimbulkan suatu kejahatan perkosaan dalam perkwinan. 
Berdasarkan data kejahatan Tindak Pidana Marital Rape di Indonesia 
dalam suatu Catatan Kekerasan Terhadap Seorang Perempuan pada Tahun 
2018 Komisi nasional Perempuan. Jika melihat data yang di laporkan 
dalam catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 Komisi 
Nasional Perempuan ini, Kekerasan Seksual yang terjadi dalam Ranah 
Personal/ Privat Komnas Perempuan itu menganggap perlunya melihat 
lagi lebih dalam mengneai bentuk kekerasan seksual apa saja yang 
dialami oleh korban di ranah keluarga, dan  juga di ranah personal atau 
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Gambar 1. Diagram Kekerasan Seksual di Ranah 
KDRT/Relasi Personal 
 
Jika dilihat pada dat tersebut Sama seperti pada  tahun lalu untuk 
kekerasan seksual di ranah KDRT/ Relasi personal tertinggi yaitu inses 
(1.071 kasus) yang kemudian di ikuti oleh perkosaan (818 kasus) dan juga 
pencabulan (321 kasus).di tahun 2017 temuan yang juga mengejutkan 
yaitu angka inses yang cukup tinggi yang mencapai angka 1.210 kasus, 





Sedikit penurunan suatu angka inses ini jangan dilihat jika hanya 
dari naik turun-nya angka, inses menjadi suatu bentuk dari salah satu  
kekerasan seksual yang mana itu sulit dilaporkan oleh si korban. Dan juga 
Sulit karena menyangkut suatu relasi keluarga dan biasanya jika 
korbannya yiatu anak perempuan, ibu korban sulit menyoal pelaku yang 
notabene dia merupakan suaminya sendiri. Jika dilihat dari pelaku inses 
yang tertinggi yang yaitu ayah dan paman, bisa dibayangkan sendiri  
bagaimana kesulitan korban untuk melaporkan kasus-nya karena juga  
menjaga nama baik keluarga masih menjadi budaya yang ada di 
Indonesia. Kasus inses dengan pelaku takni ayah dan juga paman sama 
seperti pada tahun lalu yang menunjukkan bahwa baik ayah maupun 
paman merupakan dua orang yang belum tentu menjadi seorang pelindung 
dalam keluarga. 
Kekerasan seksual telah dinyatakan sebagai suatu keadaan yang 
darurat di indonesia hal itu sudah di kemukakan oleh Komnas perempuan 
di indonsia pada tahun 2014. yang mana kejahatan tersebut di setiap 
tahunya tergolong masih banyak kasus-kasus serta laporan-laporan 
menganai kejahatan tersebut. Pemerintah telah membuat sebuah 
perancangan aturan dalam menanggulangi hal tersebut yang mana itu di 
tuangkan pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. dengan adanya rancangan undang-undang tersebut pemerintah 
berharap bahwa aturan tersebut bisa menjadikan suatu kebijakan hukum 





Karena melihat pada kejahatan yang terjadi mengenai 
pemerkosaan dalam suatu ikatan perkawinan tersebut pada setiap tahunya 
telah mengalami sebuah peningkatan dan memang benar di butuhkan 
ketetapan kebijakan hukum yang baru mengenai kejahatan tersebut. 
dilihat dari meningkatnya kasus yang di laporkan menganenai kejahatan 
pemerkosaan marital rape di indonesia. Laporan laporan tersebut 
kemudian tercatat dalam catatan tahunan  di indoensia salah satunya 
tercatat pada komisi nasional perempuan indonesia. 
Dilihat pada laporan yang ada mengenai angka perkosaan dalam 
sebuah perkawinan (marital rape) cukup tinggi mencapai 195 kasus yang 
mana pada tahun 2017 perkosaan dalam suatu perkawinan mempunyai 
angka sebanyak 172 kasus. Kemudaian meningkatannya pelaporan kasus 
perkosaan dalam suatu perkawinan ini dari tahun lalu sebanyak 172 kasus  
yang menjadi 195 kasus yang kemudian dilaporkan patut menjadi 
perhatian. Keberanian melaporkan suatu kasus perkosaan dalam sebuah 
perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaaan hubungan 
seksual didalam perkawinan merupakan sebuah  perkosaan yang bisa 
ditindaklanjuti keproses suatu hukum. Keberanian melaporkan suatu 
kasus yang kemudian dialami anak perempuan (inses) dan juga  marital 
rape kepada lembaga layanan menunjukkan suatu langkah maju 
perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas 
pelaku anggota keluarga. Untuk melihat lebih jelas lembaga mana dengan 





Gambar 2 Grafik Bntuk Kerkerasan Seksual di Ranah 
KDRT/RP Berdasar Lembaga 
Adapun terdapat kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan 
dan tercatat di dalam suatu catatan tahunan kekerasan terhadap seorang 
perempuan mengenai kekerasan seksual yang di alaminya. Berdasarkan 
dari laporan tersebut bahkan ada yang sangat tidak wajar dan sangat tidak 
mansuiawi. Maka dari itu kebijakan baru perlu ada demi menghindari 
perlakuan perlakuan yang sangat tidak mansiawi itu. Beberapa kasus yang 
dilaporkan ke Komnas Perempuan dan tercatat dalam catatan tahunan 
kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut : 
a. Korban berinisial MS, 31 tahun mengadukan kasus-nya ke Komnas 





pernikahan pelaku pernah memutar tangan kanan dan kiri korban 
hingga tidak bisa bergerak, korban diseret dan dijambak oleh 
pelaku. Juli 2015 korban akhirnya melapor ke polisi dan visum di 
RS namun tidak diproses dan ditempuh jalur mediasi. Sebulan 
kemudian pelaku kembali melakukan KDRT berulang-ulang. 
Korban juga mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan untuk 
berhubungan seksual di saat korban sedang menstruasi. 
b. Korban NA datang ke kantor Komnas Perempuan pada Mei 2018 
dalam keadaan tertekan dan cemas. Ketika menceritakan soal 
kejadian korban merinding dan matanya basah. Korban mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga dalam empat bentuk: seksual 
(perkosaan dalam perkawinan), ekonomi (suami tidak memberi 
nafkah), psikologis (korban dikucilkan dari pergaulan) dan fisik 
(ancaman pembunuhan berkali-kali). Korban menikah dengan 
pelaku empat tahun yang lalu dan dikaruniai satu anak laki-laki. 
Sejak baru menikah, korban menuturkan pernah dilempar belati 
oleh pelaku saat pelaku marah. Korban yang disuruh minum baygon 
agar meninggal karena dianggap mempermalukan keluarga besar 
pelaku.  Kekerasan berlanjut karena pelaku melarang korban 
bekerja tetapi di satu sisi pelaku tidak bekerja dan tidak menafkahi 
korban secara ekonomi. Korban kebingungan sampai akhirnya 
pelaku mengijinkan korban bekerja jaga toko asal korban membawa 





memanfaatkan korban untuk membiayainya. Pelaku sering sekali 
marah dan menghina korban karena masalah-masalah kecil. Pelaku 
melakukan kekerasan verbal dengan berkata "Lihat tuh tete kamu 
udah peyot" dan "Istri gak bener, gak guna". Pelaku juga melakukan 
kekerasan terhadap anak pelaku dan korban seperti dipukul bagian 
kepala dan dijitak dengan cincin sampai benjol. Hal yang membuat 
korban tertekan dan trauma adalah tindakan perkosaan dalam rumah 
tangga. Pelaku memaksa korban berhubungan seksual sodomi 
hingga korban ambeien dan pendarahan. Pelaku tidak peduli dan 
terus melakukan berkali-kali. Korban merinding dan merasa jijik 
saat menceritakan hal ini.
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Sebuah kebijakan hukum yang juga bisa disebut dengan istilah 
politik hukum telah banyak di buat oleh pemerintah, dimana dibuatnya 
suatu kebijakan hukum yang baru Menurut Prof. Sudarto yang 
mengartikan kebijakan hukum atau suatu politik hukum merupakan suatu  
usaha untuk mewujudkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan 
keadaaan dan situasi. Pada haketnya sebuah kebijakan baru ditunjukan 
untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia salah 
satunya adalah perbuatan atau tindak pidana perkosaan yang terjadi dalam 
sebuah rumah tangga yang biasa disebut dengan marital rape. 
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Untuk menangulangi hal tersebut indonesia sudah merubah 
pengaturan hal tersebut yakni membuat suatu kebijakan yang baru dengan 
merancang RUU KUHP tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga. yang kemudian didalamnya terdapat aturan mengenai tindak 
pidana marital rape. Pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan ini 
dibuat sebagai sebuah kebijakan hukum dalam  penanggulangan tindak 
kriminal tersebut. Pasalnya dalam masyrakat kejahatan tersebut masih 
banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk keadilan 
bersama sebaiknya pengaturan  yang di atur dalam RUU KUHP sudah 
sepatutnya kita setujui bersama-sama karna hal tersebut tidak merugiakan 
siapapun. 
Kebijakan hukum dalam pembaharuan hukum yang baru dalam 
menanggulangi sebuah permasalahan memang pelu di buat untuk 
mencapai tujuan yang benar dan adil kedepanya,  manusia yang sejatinya 
makhluk yang tuhan tidak sempurna yang masih mudah terbawa emosi 
sejatinya masih harus ada dalam pengawasan agar perilaku yang tidak 
mansiawi ini tetap terkontrol. maka dari itu harus lah ada upaya-upaya 
dalam menaggulangi sebuah permasalahan yang salah satunya adalah 
suatu pemerkosaan yang dilalukan oleh suami terhadap istri sendiri 
dengan cara yang tidak mansuiawi atau yidak wajar yang biasa di sebut 
dengan marital rape. Sebuah Kebijakan hukum yang baru merupakan 





kesejahteraan dan kadilan di dalam suatu lingkup masyrakat yang mana 
tujuannya untuk menciptakan sebuah hukum yang di cita-citakan 
Karena melihat pada kejahatan yang terjadi mengenai 
pemerkosaan dalam suatu ikatan perkawinan tersebut pada setiap tahunya 
telah mengalami sebuah peningkatan dan memang benar di butuhkan 
ketetapan kebijakan hukum yang baru mengenai kejahatan tersebut. 
dilihat dari meningkatnya kasus yang di laporkan menganenai kejahatan 
pemerkosaan marital rape di indonesia. Laporan laporan tersebut 
kemudian tercatat dalam catatan tahunan  di indoensia salah satunya 
tercatat pada komisi nasional perempuan indonesia. 
Kemudian, kebijakan dalam hukum pidana ini dapat dikaitakan 
dengan suatu tindakan berupa bagaimana usaha pemerintah untuk 
menanggulangi kejahatan dengan suatu hukum pidana, dan bagaimana 
merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan suatu kondisi masyarakat, 
bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat dengan 
hukum pidana, dan juga bagaimana mengunakan hukum pidana dalam 
mengatur masyarakat untuk  mencapai suatu tujuan yang lebih besar.
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Pengaturan marital rape yang ada di indonesia hendaknya adalah salah 
satu upaya indoneisa dalam menaggulangi kejahatan tersebut. Dan 
kebijakan tersebut dapat membuat sebuah perlindungan hukum yang di 
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pakai bagi orang orang yang membutuhkan perlindungan hukum marital 
rape tersebut. 
2. Perbandingan Marital Rape Dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dan Rancangan Undang-undang  Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. 
Perbedaan antara pengatiran baru yang berbeda memunculkan 
suatu polemic tersendiri. Dalam hal ini perlu adanya suatu perbandingan 
yang dapat mengetahui kejanggalan pada aturan tersebut. Perbandingan 
hukum juga memiliki fungsi dan kegunaanya tersendiri, uraian tentang 
fungsi dari  perbandingan hukum secara berencana. Fungsi ini dapat di 
bagi dalam : 
e. Perbandingan hukum  berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum 
Indonesia; 
f. perbandingan hukum berfungsi bagi praktik dan pembinaan hukum; 
g. Perbandingan hukum berfungsi bagi perencanaan hukum (legal 
planning); 




Pro kontra dikalangan masyrakat mengenai Mrital Rape yamg 
masih kerap diperbincangkan dimana aturan mengenai kekerasan seksual 
atau perkosaan yang ada dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun pada 
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perkembangannya pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) juga 
mangatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam sebua rumah 
tangga di mana diterangkan dalam Pasal 46 jo serta Pasal 8 huruf a  
sebagai berikut : 
Pasal 46  
 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 
Pasal 8 
 
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
meliputi: 
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu.
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Dalam penjelasan Pasal 8 UU-PKDRT disebutkan bahwa bentuk 
kekerasan seksual yaitu perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, 
pemaksaan hubungan seksual dengan sebuah cara  yang tidak wajar 
dan/atau tidak disukai, suatu pemaksaan hubungan seksual dengan orang 
lain memiliki tujuan komersial dan suatu tujuan tertentu”.
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 Sebelum 
adanya suatu UU-PKDRT, tergolong sulit bagi seorang korban KDRT 
untuk mendapat keadilan serta perlindungan dikarenakan belum ada 
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payung hukum yang kuat dan juga paradigma bahwa masalah privat itu 
tidak perlu mengikutsertakan suatu intervensi dari pihak luar. Mengutip 
dari Naskah Akademik RUU-PKS, bahwa : 
“Kasus perkosaan juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga. 
Istri dalam hal ini termasuk pihak yang paling rentan mengalami 
perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok 
masyarakat memang terus menyangkal adanya perkosaan 
terhadap istri dalam perkawinan. Namun, sejumlah pengaduan 
yang disampaikan istri ke lembaga pendamping dan kepolisian 
mengaku bahwa mereka sering dipaksa oleh pasangan atau suami 
mereka untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan tidak 
jarang, pasangan atau suami mereka melakukannya dengan cara-




Secara bahasa, marital rape diartikan sebagai “Rape committed 
by the person to whom the victim is married”, yaitu perkosaan yang 
dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya. World 
Health Organization (WHO) telah mengklasifikasikan marital rape ke 
dalam jenis kekerasan seksual (sexual violence). Perbuatan tersebut dapat 
mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik seorang wanita, termasuk alat 
reproduksinya. Inisiasi terkait penanggulangan masalah kekerasan seksual 
kini termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih 
luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum 
yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana pengaturnya termuat dalam 
Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUUPKS yang berbunyi sebagai berikut: 
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(1) Kekerasan seksual terdiri dari: 
a. pelecehan seksual; 
b. eksploitasi seksual; 
c. pemaksaan kontrasepsi; 
d. pemaksaan aborsi; 
e. perkosaan; 
f. pemaksaan perkawinan; 
g. pemaksaan pelacuran; 
h. perbudakan seksual; dan 
i. penyiksaan seksual. 
 
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi 
personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk. 
 
Hampir sama dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 
Pidana Tahun 2019 yang baru juga mengatur mengenai Marital Rape 
yang diadalamnya tidak mengatur menganai unsur di luar ikatan 
perkawinan. Menjadikan paham baru bagi masyrakat luas yang mana ada 
suatu kebijakan yang baru atau pengaturan yang baru mengenai mengenai 
perkosaan yang merujuk pada perkosaan yang didalamnya tidak ada 
unsur perkawinan, Berbeda pada Kitab Undang-undang Pidana yang lama 
dimana didalamnya mengatur perbuatan perkosaan ada unsur “di luar 
perkawinan” hal ini menjadi suatu yang baru. Kebijakan baru dengan 
mempertimbangkan hak-hak yang seimbang, menjadi suatu hal yang bisa 
di perbandingkan mengapa banyak masyrakat yang menolak hal tersebut. 
Beberapa ketentuan peratuaran perundang-undangan telah dibuat 
untuk memberi perlindungan terhadap siapaun. Kebijakan pengaturan 





undang Pidana tahun 2019 dengan Kitab Kitab Undang-undang Pidana 
menganai pengaturan tindak pidana perkosaan dalam ranahj rumah 
tangga atau di dalam suatu iktan perkawinan. Dimana dalam KUHP yang 
lama memang ada pengaturan tentang perkosaan sebagaimana di 
terangkan dalam pasal  285 KUHP yang berbunyi :  
Pasal 285 KUHP 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 
perkawinan, diancam melakukan pemerkosaan dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.
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Sedangkan dalam RUU KUHP tahun 2019 yang baru diatur 
secara bereda menganai adanya perkosaan di dalam perkawinan yang 
diatur pada pasal 479 yang berbunyi :  
Pasal 479 ayat 1-3 
 
(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya 
dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun.  
 
(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:  
a) persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, 
karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan 
suami/istrinya yang sah;  
b) persetubuhan dengan Anak; atau  
c) persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa 
orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya. 
 
(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika 
dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan perbuatan cabul berupa:  
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a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang 
lain;   
b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau 
mulutnya sendiri; atau  
c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin 




Pengaturan mengenai tindak pidana marital rape sudah sangat 
jelas diatur dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang 
Pidana tahun 2019 diatas pada pasal 479 diterangkan bahwa setiap orang 
yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang 
bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan. Dan di 
perjelas juga padaya ayat 2a Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan 
dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan 
persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang 
tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.  
Dijelasakan dengan sangat berbeda atturan mengenai kejahatan 
yang meningkat pada tahun 2018 ini yaitu tindak pidana marital rape 
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Pidana tahun 2019 
dengan Kitab Kitab Undang-undang Pidana. Untuk memperjelas 
perbedaan yang ada pada kedua pengaturan tersebut penulis membuat 
suatu tabel perbandingan mengenai pengaturan marital rape supaya para 
pembaca dapat memahami perbandingan menganai RUU KUHP 2019 
dengan KUHP  dengan maksimal ,mudah dan jelas, adapun perbedaan 
tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 
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Melihat pada tabel diatas terdapat beberapa perbedaan yang 
mencolok dan pasti dan ada juga persamaan mengenai kebijakan pidana 
penjara yang ada pada aturan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun, dari pengaturan tindak pidana marital rape itu sendiri. 
Kemudian berdasarkan tabel diatas menjadikan salah satu tugas yang telah 
di selesaikan oleh pemerintah dengan membuat suatu kebijakan formulasi 
rancangan undag-undang yang baru dalam upaya mencegah terjadinya 
tindak pidana marital rape yang kini marak terjadi dan juga meningkat 
pesat di Indonesia.  
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia. 
Kasus marital rape sudah ada dasar hukumnya dalam UU 
PKDRT, namun masih minim dilaporkan. Setidaknya terdapat 4 kasus 
yang dilaporkan ke KP, dan hanya 4 kasus yang ditangani PN, namun 
belum terdata secara eksplisit dalam kategori di Pengadilan Agama. 
Marital rape dalam perspektif korban adalah kekerasan terhadap istri 
dalam bentuk persetubuhan paksa dengan cara tidak manusiawi dan 
menyebabkan penderitaan. Data yang dicatat Komnas Perempuan adalah 
pemaksaan hubungan saat menstruasi, memaksa berhubungan dengan 
cara-cara yang tidak manusiawi dan merusak Kespro.
60
 
Data laporan tentang kekerasan seksual diatas sejatinya belum 
sepeunhnya mencerminkan kondisi lapangan yang sebenar-benarnya 
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angka tersebuat merupakan fenomenas yang luar biasa. Hanya seglintir 
dan banyak korban kekerasan seksual yang berani melapor dan meminta 
bantuan pada lembaga layanan. Tidak sedikt korban kekerasan seksual 
memilih untuk diam dan tidak melapor, atau mereka yang berani angkat 
bicara beberapa tahun setelah kasus terjadi. Fenomena ini juga di 
perburuk dengan hukum Indonesia yang hanya mangakomodir kasus 
perkosaan dengan bukti kekerasan fisik pada tubuh korban.  
Solusi dalam upaya penanggulangan tindak pidana marital rape 
adalah hal yang perlu di laksanakan dengan baik demi kelancaran 
penanggulan tindak marital rape. Baik dari pemerintah ataupun 
masyarakat perlu turut andil pada kegiatan upaya penanggulangan 
kekerasan seksual atau perkosaan yang terjadi pada masyarakat luas. Apa 
lagi dengan adanya data yang ada mengenai tindak pidana marital rape 
yang melonjak pada tahun 2019 dalam  catatan kekerasan seksual tahun 
2019 komnas perempuan. Dalam Penghapusan kekearsan seksual 
memiliki upaya penanggulangan dalam menangani kasus Kekerasan 
dalam rumah tangga yang dibagi menjadi dua yaitu kewajiban pemerintah 
dan kewajiban masyarakat, kemudian juga perlu adanya kewajiban oleh 
suami dan istri dalam upaya penaggulanganya  antara lain : 
1. Bagi pemerintah, Pemerintah dalam upaya penaggulangan 
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam  menjalankan 
upaya tersebut, Pemerintah :  





b. bertanggung jawab menyelenggarakan komunikasi, edukasi, 
serta informasi. 
c. bertanggung jawab menyelenggarakan sosialisasi dan 
advokasi; dan 
d. bertanggung jawab menyelanggarakan pendidikan, pelatihan 
sensitif gender serta isu kemudian menetapakan standar dan 
akreditasi pelayanan yang sensitif gender. 
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas 
masing-masing dapat melakukan upaya : 
a. Berfungsi dan bertugas sebagai penyediaan ruang pelayanan 
khusus di kantor kepolisian; 
b. Berfungsi dan bertugas sebagai penyediaan aparat, tenaga 
kesehatan, pekerjaan sosial, dan pembimbing rohani; Tenaga 
kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 
ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang 
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 
melakukan upaya kesehatan. 
c. Berfungsi dan bertugas sebagai pembuatan dan pengembangan 
sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang 





d. Berfungsi dan bertugas sebagai memberikan perlindungan 
bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. 
2. Bagi Masyarakat, Setiap orang mengetahui terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan 
batas kemampuanya untuk menanggulangi kejahatan tersebut 
kemudian bagi masyrakat yaitu : 
a. Mencegah berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga; 
b. Memberikan perlndungan kepada korban; 
c. Memberikan pertolongan kepada korban; dan 
d. Membantu proses pengajuan pemohonan penetapan 
perlindungan 
3. Bagi Suami/Isteri 
Dalam upaya penanggulangan kasus marital rape atau 
kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sebenarnya 
Suami dan istri juga memiliki peran penting yang dapat dilakukan 
dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu 
antara lain:  
a. Mempertebal keimanan.   
b. Menambah pegetahuan mengenai kekerasan dalam rumah 
tangga bahwa perilaku tersebut mempunyai dampak buruk 
dalam rumah tangga.  
c. Memiliki komunikasi yang baik  





e. Saling berbuat kabaikan diantra keduanya.61 
Untuk membantu upaya penanggulangan menanganai tindak 
pidana marital rape salah satunya adalah memenuhi kewajiban kewjiban 
yang terdapat pada upaya penaggulangan  Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Dengan ranah yang sama menjadi tidak mungkin lagi bahwa 
upaya penaggulangan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga 
merupaKam upaya penaggulangan dimana pengaturan tindak marital rape 
juga memliki suatu kesamaan tujuan pengturanya dengan kekerasan 
dalam rumah tangga. 
Salah satu upayaa untuk penaggulangan marital rape mendukung 
pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana 2019 Juga merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi 
tindak pidana marital rape yang pada hakikatnya dalam pengaturan 
tersebut benar benar mengatur menganai tindak pidana tersebut sesuai 
dengan asas juga berdasarkan dengan data yang ada kemudian dengan 
secara jelas dan rinci pertaruan tersebut diatur berbeda dengan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana lama yang ada unsur di luar perkawinan 
yang membuat perbuatan jika dilakukan oleh seorang suami dengan 
adanya ikatan perkawinan tidak dapat di pidana. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dari semua pembahasan yang 
didapat berdasarkandari rumusan masalah, penulis menyimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana marital rape belum diatur 
secara jelas, akan tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan 
di Indonesia saat ini yang berkaitan marital rape dengan antara lain : 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pasal 285, 286, 287 serta 
Pasal 8a juncto Pasal 46 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   
2. Pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang baru mengenai tindak 
pidana marital rape di indonsia yaitu Rancangan Undang-Undang 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019 kususnya pada 










Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan 
dikemukakan sebagai berikut : 
1. Kepada Pemerintah memperbanyak melalukan upaya pencegahan 
dengan sesuai target, agar tindak pidana marital rape bisa dihindari 
dengan baik. 
2. Kepada para pembuat undang-undang hendaknya merevisi kembali 
aturan dengan melibatkan masyrakat ataupun akademisi dan 
melakukanya dengan secara terbuka agar tidak ada pro dan kontra 
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